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Oleh:

LiaKasmana1,AbdulHalim Barkatullah2,MirzaSatriaBuana345

MagisterKenotariatan,UniversitasLambungMangkurat,107Halaman

RINGKASAN

Penerapanasaskemandiriandalam pelaksanaankantorbersamanotaris

berdasarkanketentuanPasal20ayat(1)Undang-UndangJabatanNotaris

ialah notaries tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan akta yang

dibuatnya meskipun notaries tersebut bergabung dalam suatu

persekutuan.Apabilaadaaturanpersekutuanyangmengikatdanharus

dipatuhiolehmasing-masingnotarisdalam persekutuantersebut,tidak

bolehmempengaruhikewenangannotaries.

Prosedurhukum yang dapatditempuh apabila terjadisengketa atau

pembubaran antara rekan notaries yang tergabung dalam suatu

persekutuanperdata(maatschap)ialahseorangsekutuataulebihdapat

mengajukanpermintaankePengadilanuntukmemutuskanpembubaran

persekutuan.Denganbubarnyapersekutuan,makawewenangparasekutu

untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir.Adapun pembagian

kekayaanpersekutuanperdatanotariessetelahpembubarandilakukan

sesuaidenganyangdiaturdidalam perjanjianmaatschap.Penelitianini

merupakan penelitian hukum normatif,dengan menginventarisirdan

menganalisisperaturanperundang-undanganyangmengaturmengenai

kedudukan penyandang disabilitas dalam pembuatan akta otentik di

hadapan Notaris dan mengidentifikasimasalahnya.Selain itu juga

menelaahberbagaibahanpustakamengenaikewenangannotarisdalam

pembuatanaktaotentikdanfungsipenandatanganandalam suatuakta.

Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa:

1. Penerapanasaskemandiriandalam pelaksanaankantorbersama

notaris Prosedurhukum yang dapatditempuh apabila terjadi

sengketaataupembubaranantararekannotariesyangtergabung

11620216320021
2PembimbingUtama
3PembimbingPendamping
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dalam suatu persekutuan perdata (maatschap)ialah seorang

sekutu atau lebih dapatmengajukan permintaan kePengadilan

untukmemutuskan pembubaran persekutuan.Dengan bubarnya

persekutuan,maka wewenang para sekutu untuk menjalankan

perusahaannya juga berakhir. Adapun pembagian kekayaan

persekutuanperdatanotariessetelahpembubarandilakukansesuai

denganyangdiaturdidalam perjanjianmaatschap.

2. Prosedurhukum yangdapatditempuhapabilaterjadisengketaatau

pembubaranantararekannotariesyangtergabungdalam suatu

persekutuanperdata(maatschap)ialahseorangsekutuataulebih

dapatmengajukanpermintaankePengadilanuntukmemutuskan

pembubaran persekutuan.Dengan bubarnya persekutuan,maka

wewenang para sekutu untukmenjalankan perusahaannya juga

berakhir. Adapun pembagian kekayaan persekutuan perdata

notariessetelahpembubarandilakukansesuaidenganyangdiatur

didalam perjanjianmaatschap.
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ASASKEMANDIRIANDALAM PELAKSANAANKANTORBERSAMA
PERSEKUTUANPERDATA(MAATSCHAP)NOTARIS

Oleh:

LiaKasmana6,AbdulHalim Barkatullah78,MirzaSatriaBuana9

MagisterKenotariatan,UniversitasLambungMangkurat,107Halaman

ABSTRAK

KataKunci:AsasKemandirian,KantorBersama,Notaris

Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kemandirian dalam
pelaksanaan kantorbersama persekutuan perdata (maatschap)notaris
berdasarkanketentuanpasal20ayat(1)UUJN.Untukmengetahuiupaya
hukum apayang akanditempuhapabilaterjadisengketa/pembubaran
antarasesamarekandalam maatschapNotariMetodeyangdigunakan
dalam penelitian iniadalah jenis penelitian hukum normatif,yang
merupakanpenelitianhukum yangdilakukandengancaramenelitidan
menggunakanbahanhukum yaitubahanhukum primer,bahanhukum
sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian
kepustakaan(libraryresearch),tipepenelitianiniadalahtipepenelitian
terhadapkekosonganhukum (rechtsvacuum)yaitusuatukeadaankosong
atauketiadaanperaturanperundang-undangan(hukum)yangmengatur
tatatertib(tertentu)dalam masyarakat.Penelitianmenghasilkanpertama,
Penerapanasaskemandiriandalam pelaksanaankantorbersamanotaris
Prosedurhukum yang dapatditempuh apabila terjadisengketa atau
pembubaran antara rekan notaries yang tergabung dalam suatu
persekutuanperdata(maatschap)ialahseorangsekutuataulebihdapat
mengajukanpermintaankePengadilanuntukmemutuskanpembubaran
persekutuan.Denganbubarnyapersekutuan,makawewenangparasekutu
untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir.Adapun pembagian
kekayaanpersekutuanperdatanotariessetelahpembubarandilakukan
sesuaidenganyangdiaturdidalam perjanjianmaatschap..Kedua,Prosedur
hukum yangdapatditempuhapabilaterjadisengketaataupembubaran
antararekannotariesyangtergabungdalam suatupersekutuanperdata

61620216320021
7PembimbingUtama

8PembimbingPendamping
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(maatschap) ialah seorang sekutu atau lebih dapat mengajukan
permintaankePengadilanuntukmemutuskanpembubaranpersekutuan.
Dengan bubarnya persekutuan,maka wewenang para sekutu untuk
menjalankanperusahaannyajugaberakhir.Adapunpembagiankekayaan
persekutuan perdata notaries setelah pembubaran dilakukan sesuai
denganyangdiaturdidalam perjanjianmaatschap.

INDEPENDENCEINTHEIMPLEMENTATIONOFOFFICEWITHTHE
NOTARISTSOFPERDATA(MAATSCHAP)

By:

LiaKasmana10,AbdulHalim Barkatullah11,MirzaSatriaBuana12

MastersinNotary,LambungMangkuratUniversity,107Pages

ABSTRACT

Keywords:PrincipleofIndependence,JointOffice,Notary

Tofindouthow theapplicationoftheprincipleofindependenceinthe
implementation of the joint office of the notary civilpartnership
(maatschap)basedontheprovisionsofarticle20paragraph(1)ofUUJN.
isatypeofnormativelegalresearch,whichislegalresearchconductedby
examining and using legalmaterials,namelyprimarylegalmaterials,
secondarylegalmaterialsandtertiarylegalmaterialsobtainedfrom library
research,thetypeofresearchisatypeofresearchonlegalvacancies
(rechtsvacuum)whichisanemptystateortheabsenceoflegislation(law)
thatregulatesorder(certain)inthecommunity.Researchproducesthe
first,Applicationoftheprincipleofindependenceintheimplementationof
officeswithnotariesLegalproceduresthatcanbetakenintheeventofa
disputeBarongbetweencolleaguesnotarieswhoaremembersofacivil
partnership(maatschap)isanallyormorecansubmitarequesttothe
Courttodecidethedissolutionofthealliance.Withthedissolutionofthe
alliance,theauthorityofalliestorunthecompanyalsoended.Thedivision
ofcivilunionsnotariesafterdissolutioniscarriedoutinaccordancewith
what is stipulated in the maatschap agreement ...Second,legal
proceduresthatcanbetakenintheeventofadisputeordissolution
betweencolleaguesnotincludedinacivilpartnership(maatschap)are
alliesorcansubmitrequeststotheCourttodecidethedissolutionofthe
alliance.Withthedissolutionofthealliance,theauthorityofalliestorun
thecompanyalsoended.Thedistributionofthefellowshipofthecivil

101620216320021
11PembimbingUtama
12PembimbingPendamping
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notaries afterdissolution is carried outin accordance with whatis
stipulatedinthemaatschapagreement.
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BABI

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Notarismerupakansalahsatupejabatnegarayangkedudukannya

sangatdibutuhkandimasasekarangini.Masyarakattidaklagimengenal

perjanjianyangberdasarkanataskepercayaansatusamalainsepertiyang

merekakenaldulu.Setiapperjanjianyangdilakukanolehmasyarakatpasti

akanmengarahkepadanotarissebagaisaranakeabsahanperjanjianyang

merekalakukan.Tujuandarisuatuperjanjiandibuatdihadapannotaris

yaitusebagaisuatualatbuktiyangdiperlukanparapuhakdikemudianhari.

TugasNotarisadalahuntukmelaksanakansebagianfungsipublik

darinegaradanbekerjauntukpelayanankepentinganumum khususnya

dalam bidang hukum perdata,sertauntukmencegahterjadinyasuatu

persoalanantarapihak-pihaktertentu,walaupunNotarisbukanmerupakan

pegawainegeriyangmenerimagajidariNegara.1

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendakioleh aturan hukum

dengan maksud untuk membantu dan melayanimasyarakat yang

membutuhkanalatbuktitertulisyangbersifatotentikmengenaikeadaan,

peristiwa atau perbuatan hokum.Jabatan Notaris merupakan suatu

lembaga yang diciptakan oleh Negara.2Menempatkan Notaris sebagai

jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja

1 G.H.S.LumbanTobing.1999.PeraturanJabatanNotaris.Jakarta:Erlangga.
hlm.15

2BagirManan, 2004.Hukum PositifIndonesia.Yogyakarta:UIIPress.hlm.15

1
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dibuatolehaturanhukum untukkeperluandanfungsitertentunangan

tertentu)serta bersifatberkersinambungan sebagaisuatu lingkungan

pekerjaantetap.3

Notarisadalahpejabatumum yangsatu-satunyaberwenanguntuk

membuat akta otentik mengenaisemua perbuatan,perjanjian dan

penetapanyangdiharuskanolehsuatuperaturanumum atauolehyang

berkepentingandikehendakiuntukdinyatakandalam suatuaktaotentik,

menjamin kepastian tanggalnya,menyimpan aktanyadan memberikan

grosse,salinandankutipannya,semuanyasepanjangpembuatanaktaitu

olehsuatuperaturanumum tidak jugaditugaskan atau dikecualikan

kepadapejabatatauoranglain.4

Dalam Pasal20Undang-UndangNomor2tahun2014tentang

perubahanatasUndang-UndangNomor30tahun2004tentangJabatan

NotarismenjelaskanbahwaNotarisdalam menjalankanjabatannyadapat

membentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan asas

kemandiriandanasasketidakberpihakannya.

Maatschapataupersekutuanperdataadalahkumpulandariorang-

orangyangbiasanyamemilikiprofesiyangsamadanberkeinginanuntuk

berhimpun dengan menggunakan nama bersama.Saatinisudah ada

beberapa Persekutuan Perdata Notaris (maatschap) di Indonesia,

khususnyadikota-kotabesar,salahsatunyaNotarisDevi&Rekanyang

terletakdiDKIJakarta.

3Ibid
4G.H.S.LumbanTobing.Op.cit.,hlm.31
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Contoh kasus yang terjadidimana seorang Notaris senior

bersamadenganseoranganaknyayangjugaseorangNotaris(kebetulan

barudilantikbarubaruini)berkantornyarissatukantordiBanjarmasin

(bersebelahandalam sebuahrukodiJalanDjokMentaya)yangsama

namuntidakingindisebutsebagaiNotarisyangmembentukperserikatan

perdata. Berdasarkan hasilpenelitian yang penulis lakukan,penulis

menemukanfaktabahwapadadasarnyamemangtidakadaNotarisyang

mendirikanpersekutuanperdataNotaris.Fenomenayangpenulistemukan

adalah bahwa ternyata ada beberapa Notaris yang berkantordalam

satu/bersebelahan kantornya.Kantorbersama inioleh Notaris yang

bersangkutan disebutbukan merupakan suatu persekutuan perdata

Notarisnamunhanyasekedarberkantordalam satukantorsaja.Halini

sejalandengansalahsatutujuandaripersekutuanperdataNotarisyaitu

untuk menghemat biaya operasionalkantor,disamping juga untuk

memudahkanuntukmengalihkansebagianrekananbank/financeuntuk

mengerjakanlimpahanakta,sehinggadistribusiaktalebihmudah.

Maatschapmerupakanbentukumum dariFirmadanPersekutuan

Komanditer(ComanditaireVenotschap).Dimanasebenarnyaaturandari

Maatschap,FirmadanCVpadadasarnyasama,namunadahal-halyang

membedakandianataraketiganya.5

Padadasarnyapendirianmaatshcapdapatdilakukan untuk2

tujuan,yaitu:

5https://hukumonline/2009/maatschap-persekutuan-perdata/ diakses pada
tanggal29November2018
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1. Untukkegiatanyangbersifatkomersial

2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu

profesi6

Undang-UndangNomor2tahun2014TentangPerubahanAtas

Undang-UndangNomor30Tahun2004Undang-UndangJabatanNotaris

Perubahan(selanjutnyadisebutUUJN-P)tidakdidapatiperubahanyang

signifikandisebabkanolehkarenahanyabersifatpengulangan/berulang.

Secara essensi,perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris initidak

menyentuhpermasalahanNotarisyangnyatadirasakanparaanggotanya,

yangberkenaandenganpemerataan,persainganantarNotarisdidunia

prakteksehari-hari.Perubahanyangadaadalahmengenaihalyangtidak

urgen,sepertiDewan Kehormatan (DK)yang sebetulnya mutasidari

MajelisPengawasNotaris.Dalam halinisekedarmenambahlembaganya

semata,yangsebenarnyaparaanggotanyakuranglebihsama.Selainitu,

pengaturan mengenaiPersekutuan Perdata didalam Undang-Undang

Nomor2tahun2014UUJN-PPersekutuanPerdatamasihdiperbolehkan

hanya bergantiistilah dariPerserikatan Perdata menjadiPersekutuan

Perdatasebagaimanadiaturdalam pasal20.Terdapatpersoalanyang

timbulterkaitmasalahPerserikatanPerdatabagiNotaris.Dalam Pasal20

ayat (1) UUJN menyebutkan Perserikatan Perdata, jadi terlihat

PerserikatanPerdatatersebutakanmerujukkepadaaturanyangrelevan,

yaituBabVIIItentangPersekutuan(Maatschap).Namun,dalam pasal20

6Ibid.
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ayat (3) UUJN tentang perserikatan yang kemudian peraturan

pelaksananya berupa Peraturan MenteriHukum dan Hukum dan Hak

AsasiManusiaRepublikIndonesiaNomor:M.HH.01.AH.02.12Tahun2010

tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk

PerserikatanPerdatamenerangkandalam pasal1ayat(1)Perserikatan

Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam

menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan

memasukkansemuakeperluanuntukmendirikandanmengurusserta

bergabung dalam satu kantor bersama Notaris.Sehingga terdapat

perbedaan maksud Persekutuan Perdata (maatschap)menurutKitab

Undang-undangHukum PerdatadenganUndang-undangJabatanNotaris.

KonsepkantorbersamahanyalahsebatasNotarisbersama-samadalam

satukantor,tidakbersentuhandenganpengurusan,pertanggungjawaban,

maupunpembagiankeuntungandankerugiansepertidalam Perserikatan

Perdatadalam KitabUndang-undangHukum Perdata.7

Dalam halNotaris menjalankan persekutuan perdata dengan

memilikikantorbersama,tentusalingterikatsatusamalain.Sedangkan

sepertiyang kita ketahuidalam pasal20 UUJN menyebutkan bahwa

Notarisdapatmenjalankanjabatannyadenganmembentukpersekutuan

perdata dengan tetap memperhatikan asas kemandiriannya. Sisi

negatifnya,bagaimana notarisyang menjalankan persekutuan perdata

dengan membuatkantorbersama dapatkonsisten menjalankan asas

7 hukumonline/2012/01/kemandirian-notaris-dalam-perserikatan.html ,diakses
9September2018
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kemandiriannya.Asaskemandiriansepertiapakahyangdimaksuddalam

UUJN tersebut.Mengingatnotarisdalam menjalankankantorbersama

memilikisatukantorbersama,tempatpenyimpananyangsama,karyawan

yangsama,danlainsebagainya,yangdapatmenyebabkansulituntuk

tercapainyaasaskemandirianitusendiri.

Selain itu disahkannya Persekutuan Perdata bagi Notaris

memberikanpertanyaanbagaimanaNotarisdapatmemperhatikanfactor

kemandirian dan (independensi/berdirisendiri)atau nonkeberpihakan

didalam menjalankan jabatannya.Konteks membentuk Persekutuan

Perdatajugarawanuntukdigunakansebagaimonopoliaktabagigolongan

sendiri, sehingga membentuk dinasti atau menjalankan praktek

persainganyangtidaksehatsesamarekansejawat.Sepertiapayangtelah

diungkapkansalahsatuNotarisdiSurabaya,JawaTimurdalam bukunya

HabibAdjiemengatakanbahwa,yangperludihindarkanjangansampai

terjadisuatuPerserikatanPerdataNotaristersebutmenjadi“Perusahaan

Akta”danjugamonopoliyangberakibatNotarisyangmembukakantor

sendiri(tidakberserikat)menjaditersisihkan.8

Makadenganlatarbelakangtersebutdiatas,penulismenarikjudul

“ASAS KEMANDIRIAN DALAM PELAKSANAAN KANTOR BERSAMA

PERSEKUTUANPERDATA(MAATSCHAP)NOTARIS”.

B. RumusanMasalah

1. Bagaimana penerapan asas kemandirian dalam pelaksanaan

8HabibAdjie.2008.Hukum NotarisIndonesia-TafsirTematikTerhadapUUNo.30
Tahun2004tentangJabatanNotaris.Bandung:PT.RefikaAditama,hlm.94
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kantorbersama notaris berdasarkan ketentuan pasal20 ayat

(1)Undang-undangJabatanNotaris?

2. Apa prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi

sengketa/pembubaran antara rekan Notaris yang tergabung

dalam suatuPersekutuanPerdata(maatschap)?

C. KeaslianPenelitian

Berdasarkan penelusuran terdapat karya-karya ilmiah yang

dipublikasikandanpernahdiangkatsebelumnya,namundarijudultentunya

tidaksamadenganjudulyangdiangkatpenelititermasukjugarumusan

masalahsangatberbedadenganrumusanmasalahyangdiangkatpeneliti

yaitusebagaiberikut:

1. Andre Wardhana (Program MagisterKenotariatan Universitas

LambungMangkurat,Banjarmasin/B2A214009)Tahun2017.9

JudulTesis :

Pendirian Persekutuan Perdata (Maatschap) Menurut Peraturan

Perundang-UndangandiIndonesia

Perumusanmasalah :

a.KenapapendirianPersekutuanPerdata(Maatschap)tidak

disyaratkandenganakta?

b.Bagaimana konsekuensi Yuridis Pendirian Persekutuan

Perdata(Maatschap)yangdilakukansecaratidaktertulis?

9Andre Wardhana,Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas
LambungMangkurat,LulusTahun2017.
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HasilPenelitian :

a. Keberadaan akta terhadap pendirian Persekutuan Perdata

(maatschap)tidaklahdianggappenting,mengingatPersekutuan

Perdata(maatschap)merupakanbadanusahasederhanayang

didirikanberdasarkanperjanjianyangmemilikisifatkontraktual,

yaituberdirisejakadanyakesepakatandiantaraparapihakyang

akanmenjadisekutudidalam PersekutuanPerdata(maatschap)

tanpa harus diawalidengan adanya penyerahan pemasukkan

(inbreng)sebagaisyaratmutlakpendirianyangharusdilakukan,

memilikisifattidakterang-terangankarenaPersekutuanPerdata

(maatschap)hanyamengaturhakdankewajibanyangdimiliki

sekutuyangtergabungdidalamnya,sedangkanhubunganhukum

terhadap pihak ketiga menjaditanggung jawab masig-masing

sekutu.Bedahalnyadenganpersekutuanlainnya,dansekutuyang

bergabungdidalamnyamemilikikedekatansecarapribadi,baik

kedekatankekeluargaan,temanakrabmaupunprofesiyangsama.

b. Pendirian Persekutuan Perdata (maatschap) yang dilakukan

secara tidak tertulis tidak menimbulkan konsekuensiyuridis

tertentukarenadalam pendirianPersekutuanPerdata(maatschap)

tidak disyaratkan secara tertulis cukup dengan adanya

kesepakatandiantaraparapihakmakaparapihakmengingatkan

dirisatu sama lain menjadisekutu yang bergabung dalam

Persekutuan Perdata (maatschap)tersebutserta menimbulkan
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kewajibanbagisetiapsekutuuntukmemasukkanmodalberupa

pemasukan(inbreng)yangakandigunakanolehsekutulainnya

untukmenjalankanusahadenganmelakukanhubunganhukum

dalam halinihubunganbisnisterhadappihakketigadanhakbagi

sekutu lainnya jika usaha yang dilakukan sekutu memperoleh

suatukeuntungan.

c. Dalam haliniyangmembedakanantarapenelitianyangditulisoleh

penulisdenganAndreWardhanaadalahmengenaipermasalahan

yangdiangkat.Dalam penelitianyangditulisolehAndreWardhana,

dibahas mengenaimengapa pendirian Persekutuan Perdata

(maatschap) yang tidak disyaratkan dengan akta, serta

konsekuensi Yuridis atas pendirian Persekutuan Perdata

(maatschap)yang tidak dilakukan secara tertulis.Sedangkan

dalam penelitianyangditulisolehpenulis,membahasmengenai

penerapan asas kemandirian didalam kantorbersama notaris

(maatschap),serta upaya hukum apa yang dapatditempuh

apabila terjadisengketa antara notaris yang tergabung dalam

PersekutuanPerdata(maatschap).

2. ErminMarikha(Program MagisterKenotariatanUniversitasNegeri

SebelasMaret/S.351208012)Tahun2016

JudulTesis:

PelaksanaanPasal20 Undang Undang Nomor2 Tahun2014 tentang
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PerubahanatasUndang-UndangNomor30tahun2004tentangJabatan

NotarisMengenaiPersekutuanPerdataNotarisdiSoloRaya.

Perumusanmasalah :

1. Bagaimana bentuk Persekutuan Perdata didalam Undang-

UndangNomor2Tahun2014TentangPerubahanAtasUndang-

UndangNomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

sebagaimanaPersekutuan Perdata menurut Kitab Undang-

UndangHukumPerdata?

2. Bagaimana pelaksanaan Pasal20 Undang-Undang Nomor2

Tahun2014TentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor30

Tahun2004TentangJabatanNotarisdalam pelaksanaanjabatan

NotarisdiwilayahSoloRaya?

RingkasanHasilPenelitian:

1. Bentuk Perserikatan Perdata Notaris didalam UUJN dan

Persekutuan Perdata Notaris di dalam UUJN-Perubahan

terhadapPasal20UUJNdaribentukperserikatanperdata(UUJN)

menjadi bentuk persekutuan perdata (UUJN-P) berarti

bahwabergabungnyaseorangNotarisdenganNotarislainuntuk

membentukpersekutuan perdata adalah sebagaimana

persekutuan perdata menurutpada Pasal1618 Kitab Undang-

UndangHukum Perdatayaituberbentukmaatschapdanbukan

suatu badan hukum yang dikelolasecara bersama-sama dan
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bertujuanuntukmemperolehpendapatanmasing-masingdalam

menjalankan jabatannya. Unsur tujuan untukmemperoleh

keuntunganataulababersamaini,dalam persekutuandilakukan

dengan menjalankan usaha bukan dalam arti komersil.

Menjalankan usaha menurut pembentuk undang-undang

diartikansebagaiperbuatanyangdilakukansecaraterus-menerus,

terangterangan,dalam kedudukantertentudanbertujuanuntuk

mencarilaba.Akantetapidalam persekutuaninitidaksemata-

matabertujuanmencarilabauntukpersekutuan.Terhadappihak

ketigamasing-masinganggotapersekutuanmenanggungsendiri-

sendiriperbuatannya.

2. Pasal 20 UUJN-P dalam pelaksanaan jabatan Notaris

tidakdilaksanakan dengan baik.Faktor-faktor yang menjadi

penyebabtidakdilaksanakannyaPasal20UUJN-P denganbaik

terdapatbeberapa hal.ImplementasiPasal20ayat(1)UUJN

mengaturbahwaNotarisdapatmenjalankanjabatannyadalam

bentuk perserikatan perdata sedangkan pada UUJN-P

diubahmenjadiNotaris dapatmenjalankan jabatannya dalam

bentukpersekutuan perdata, pada pelaksanaanya tidak

dilaksanakandenganbaikdantidakadaPersekutuanPeradata

NotarisyangterbentukdiwilayahSoloRaya,halinidisebabkan

karenafaktorsubstansi,factorstrukturdanfaktorbudayadari

Pasal20 UUJN-P tersebut sehinggatidak dapat terlaksana
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denganbaik.10

Penelitiantersebutberbedadenganpenelitianyangditulisoleh

penulis.Perbedaannya terletak pada objek badan usaha yang diteliti,

dimanapenulisdalam halinimelakukanpenelitianmengenaipersyaratan

pendirianPersekutuanPerdatabesertadengankonsekuensiYuridisnya

apabiladidirikantidakdenganperjanjiantertulis.

Dalam haliniyangmembedakanantarapenelitianyangditulis

olehpenulisdenganpenelitianyangditulisolehErminMarikhaadalah

dalam permasalahanyangdiangkat.Dalam penelitianyangditulisoleh

Ermin Marikha,dibahas mengenaibentukpersekutuan perdata dalam

Undang-UndangNomor2Tahun2014TentangPerubahanAtasUndang-

UndangNomor30Tahun2004TentangJabatanNotarisapabiladikaitkan

dengan Undang-Undang Hukum Perdata,kemudian dalam perumusan

masalahyangkeduamembahasmengenaipelaksanaanUndang-Undang

Nomor2Tahun2014TentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pelaksanaan Notaris di

wilayahSoloRaya.Penelitianiniapabiladibandingkandenganpenelitian

yangditulisolehpenulismakaterlihatjelasperbedaannya,dimanapenulis

membahas mengenaipenerapan asas kemandirian dalam pendirian

kantorbersamaNotaris,sertaupayahukum yangdapatditempuhapabila

terjadisengketa/pembubaranantararekanNotarisdalam kantorbersama

Notaris

10ErminMarikha.MahasiswaProgram MagisterKenotariatanUniversitas
SebelasMaret.LulusTahun2016.
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.

D. TujuanDanKegunaanPenelitian

TujuanPenelitian

1. Untukmengetahuibagaimanapenerapanasaskemandiriandalam

pelaksanaan kantor bersama persekutuan perdata

(maatschap)notarisberdasarkanketentuanpasal20ayat(1)UUJN.

2. Untukmengetahuiupayahukum apayangakanditempuhapabila

terjadi sengketa/pembubaran antara sesama rekan dalam

maatschapNotaris.

KegunaanPenelitian

1. KegunaanTeoritis

a.Diharapkan hasilpenelitian inidapatmenjadiacuan tentang

konsep kemandirian dalam suatu persekutuan perdata

(maatschap)notarisberdasarkanketentuanpasal20ayat(1)

UUJN

b.Hasilpenelitianinijugadiharapkanbisamenjadireferensiuntuk

kajianakademiklebihlanjutbagiparapenelitilainnyaterkait

konsep kemandirian dalam suatu persekutuan notaris

berdasarkanketentuanpasal20ayat(1)UUJN.

2. KegunaanPraktik
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a.Diharapkan hasilpenelitian inidapatmenjadisarana untuk

mengetahuipenerapan asas kemandirian dalam penerapan

kantorbersama persekutuan perdata (maatschap)notaries

berdasarkanketentuanpasal20ayat(1)UUJN.

b.Untukparapraktisihukum khususnyaNotarisdalam mendirikan

kantorbersama agarlebih memperhatikan mengenaiasas

kemandirian dalam kantor bersama notaris, serta

penyelesaiannyaapabilasuatuketikaterjadinyasengketa.

E. TINJAUANPUSTAKA

a. KerangkaTeori

1. TeoriKepastianHukum

MenurutAbdurrahman dalam makalahnya yang berjudulPokok-

pokok Kajian Tentang teorihukum sebagaimana dikutip oleh Riduan

Syahrani:11

TeoriHukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang
mempelajariaspekteoritisdanpraktisdalam hukum positiftertentu
secaratersendiridandalam keseluruhannyasecarainterdisipliner,
yangbertujuanmemperolehpengetahuandanpenjelasanyanglebih
baik,lebihjelasdanlebihmendasarmengenaihukum positifyang
bersangkutan.

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan

11 RiduanSyahrani.2009,Kata-kataKunciMempelajariIlmuHukum.Bandung:
PT.Alumni,Hlm.256.
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jaminanbahwahukum tersebutdapatdijalankandenganbaik.Sudahtentu

kepastianhukum sudahmenjadibagianyangtidakterpisahkanhalini

lebihdiutamakanuntuknormahukum tertulis.Karenakepastiansendiri

hakikatnyamerupakantujuanutamadarihukum.Kepastianhukumenjadi

ketentuanmasyarakatberkaitaneratdengankepastianitusendirikarena

esensidariketeraturan yang menyebabkan seseorang hidup secara

berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam

melakukanaktivitaskehidupanmasyarakatitusendiri.12Kepastianhukum

menurutGuntherTeuberdalam bukunya Subtantive and Reflexsive

ElementinModernLaw,LawandSocialReviewsebagaimanadikutipoleh

TeguhPrasetyodanAbdulHalim Barkatullah.13

Hukum yang dapatmemuaskan semua pihak adalah hukum
responshifdan hukum yang responshifhanya lahirdarijika ada
demokratisasilegislasi.Tanpademokrasi(partisipasimasyarakat)
dalam proseslegislasihasilnyatidakakanpernahmelahirkanhukum
yangmandiri.Hukum hanyasebagailegitimasikeinginanpemerintah
dalam kondisisepertiitu aka nada tindakan pemerintah yang di
anggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan
masyarakatmenjaditerabaikan karena hukum bersifatmandiri
karenamakna–maknanyamengacupadadirinyasendiri.(keadilan,
kepastian,dankemanfaatan).

MenurutGustav Radbruch,14terdapatdua macam pengertian

kepastianhukum yaitukepastianhukum olehhukum dankepastianhukum

dalam ataudarihukum.Hukum yangberhasilmenjaminbanyakkepastian

12SudiknoMertukusuo.2009.PenemuanHukum.Yogyakarta:Liberty,Hlm.21.
13TeguhPrasetyodanAbdulHalim Barkatullah.2012.Filsafat,Teori,danIlmu

Hukum.Jakarta:RajaGrafindo,hlm.317-318.
14 EsmiWarasih.1991.ImplementasiKebijaksanaan Pemerintah melalui

PeraturanPerundang-undangandalam PerspektifSosiologisI.Surabaya:DisertasiDoktor
UniversitasAirlangga.Surabaya:PascasarjanaUniversitasAirlangga,hlm.85.
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hukum dalam masyarakatadalahhukum yangberguna.Kepastianhukum

olehkarenahukum memberitugashukum yanglain,yaitukeadilanhukum

sertahukum herustetapberguna,sedangkankepastianhukum dalam

hukum tercapaiapabila hukum tersebutsebanyak-banyaknya dalam

undang-undang.Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-

ketentuanyangbertentangandengan(undang-undangberdasarkansuatu

system yang logisdalam praktis).Undang-undang dibuatberdasarkan

rechtwekelijkheid (keadaan hukum yang sungguh)dan dalam undang-

undangtersebuttidakterdapatistilah-istilahyangdapatditafsirkansecara

berlain-lain.

Kepastianhukum merupakansuatujaminanbahwasuatuhukum

harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian pada intinya

merupakansalahsatutujuandarihukum.Kepastianhukum mengarah

kepadaaliranpositivismekarenajikahukum tidakmemilikijatidirimaka

tidak lagidigunakan sebagaipedoman atau panutan perilaku setiap

orang.15

2. AsasKemandirian

Kemandirian Notaris mengandung pula arti bahwa dalam

pelaksanaantugasjabatannyaseorangNotaristerbebasdariintervensi

ataupengaruhdaripihakmanapun.KarenaitulahmenurutHabibAdjie,

konsepkemandirian(independen)tersebutharuspuladiimbangidengan

15 Awaludin Marwan.2010.TeoriHukum Kontemporer Suatu Pengantar
PosmoderenismeHukum.Yogyakarta:RangkangEducation,hlm.24.
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konsepakuntabilitasyangmempersoalkanketerbukaan,menerimakritik

danpengawasandariluar,sertabertanggungjawabkepadapihakluar

atashasilpekerjaannyatersebut.

Selanjutnya mengenai perserikatan perdata, pengaturannya

ditemukandalam Pasal1618sampaidenganPasal1652KitabUndang-

UndangHukum Perdata. Menurutketentuanpasal1618KitabUndang-

UndangHukum Perdatayangdimaksuddenganperserikatan/persekutuan

perdata   adalah:

Perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri
untukmemasukkan sesuatu kedalam persekutuan,denganmaksuduntuk
membagikeuntunganyangterjadikarenanya.16

Sesuatuyangdimaksuddisinidapatberartiuang,ataujasa,atau

barang-barang lain,ataupun kerajinan yang dimasukkan ke dalam 

perserikatan/persekutuan sebagaikontribusidarianggota atau teman

serikatyangbersangkutan.Kerajinanyangdimaksudbisasajaberupa

tenaga, dan atau keterampilan. Jadi, dalam pendirian suatu

perserikatan/persekutuanperdata,paratemanserikat/sekutudiwajibkan

untukberkontribusibagikepentinganperserikatanperdatatersebut,yang

disebut inbreng (pemasukankedalam perserikatan).Sepertidikemukakan

oleh  I.G.RaiWidjaya; para teman serikat/sekutu dapatberkontribusi

dalam berbagaibentuk,yaitu;uang,dan/ataubarang,dan/atau goodwill,

dan/atau know how.Karena halinimerupakan syaratmutlak bagi

terbentuknyasuatuperserikatanperdata.GoodWill dapatberupa pangsa

16 Habib Adjie.  MeropongKhazanahNotarisdanPPAT.  Loc.Cit..
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pasaryangluas,dan/ataujaringan,dan/ataurelasi,dan/ataumerek(brand

image).Sedangkan know how dapatberupa keahlian/keterampilan di

bidangtertentu.17

Dengandemikiansejalandenganpendapatyangdikemukakan oleh

H.F.A.Vollmar, bahwa terdapat dua halpenting untuk membentuk

perserikatan perdata,yaitu:  kontribusidaritemanserikat/sekutuberupa

pemasukan(inbreng)yangsifatnyawajib,dan bermaksuduntukmembagi

keuntunganyangterjadikarenanya.18

MenurutM.NatsirSaid,perserikatanperdatabukanlahmerupakan

bentukperusahaan,melainkanbentukperjanjian, karena: 

1. Hubunganhukum yangterjadiantaratemanserikattidakberlaku

atau berpengaruh bagipihak ketiga.Hubungan hukum yang

bersumberdariperjanjiantersebuthanyalahberlakuataumengikat

bagi parapihakyangmembuatperjanjiansaja;

2. Hubunganhukum yangdibuatolehtemanserikatdenganpihak

ketiga bukan merupakan hubungan hukum antara perserikatan

denganpihakketigatersebut,tetapimerupakanhubunganhukum

pribadi teman serikatyang bersangkutan dengan pihak ketiga

tersebut;

3. Ketentuan mengenai perserikatan perdata ini dapat

17http://www.depkumham.go.id/xdepkumham/xunit/xditjenahu/ diakses pada
tanggal1november2018jam 20.00wita

18 H.F.A.Vollmar.1984.PengantarStudiHukum Perdata.Jakarta:CV.Rajawali.
Hlm.366
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dikesampingkanolehperjanjianyangdibuatolehparapihakyang

membentukperserikatanperdatatersebut.19

Pada umumnya perserikatan perdata merupakan kumpulan dari

orang-orangyangmemilikiprofesidantujuanyangsamadanberkeinginan

untukberhimpundenganmenggunakannamabersama,contohnyaadalah

perserikatanperdataAkuntan.  

PembentukanperserikatanperdataNotarisdimungkinkanolehPasal

20Undang-UndangNomor30Tahun2004tentangJabatanNotaris,yang

mengatur bahwa:

1.Notaris dapatmenjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan

perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan

ketidakberpihakandalam menjalankanjabatannya;

2.Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat1

diaturolehparaNotarisberdasarkanketentuanperundang-undangan;

3.Ketentuan lebih lanjutmengenaipersyaratan dalam menjalankan

jabatan20Notarissebagaimanadimaksudpadaayat1diaturdalam

PeraturanMenteri.

Ini adalah suatu terobosan baru mengingat pengaturan ini

bertentangandenganapayangtelahdiaturdalam peraturanperundang-

undangan yang berlaku sebelumnya, yaitu Reglement op het

19M.NatsirSaid.1987. Hukum perusahaandiIndonesia.Bandung:Alumni.

Hlm.14.

20 Herlien Budiono. 2010. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang

Kenotariatan. Bandung:PT.CitraAdityaBakti.Hlm.19.
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Notarisambt inNedherlandsIndie/NotariesReglement (Stbl.1860No.3),

atauyanglebihkitakenalsebagaiPeraturanJabatanNotaris (PJN), 

dimanapadaPasal12PJNtersebutdiatur:

Para Notaris,dengan diancam akan kehilangan jabatannya,tidak

diperkenankanmengadakanpersekutuandidalam menjalankanjabatan

mereka.

KemudiandenganPasal20ayat1Undang-Undangnomor30Tahun

2004,diberikanpeluangkepadaparaNotarisuntukdapatmenjalankan

jabatannyadalam bentukperserikatanperdata.Tujuannyaadalahuntuk

kemajuan dibidang kenotariatan dan untuk kepentingan pelayanan

terhadap masyarakat.Sebagaiupaya peningkatan pelayanan terhadap

masyarakat.

Kebolehan yang diberikan kepada para Notaris untuk dapat

menjalankanjabatannyadalam bentukperserikatanperdatajugadibebani

dengan kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan

ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, dan 

dimungkinkan mengingatjumlahNotarissaatinisudahmencapai9.225

(sembilanribu duaratus duapuluh lima) orang, sehingga dipandang

sebagaiupaya efisiensidan efektifitas kantorNotaris dalam rangka

peningkatanpelayananjasahukum kepadamasyarakat.21

21 ProtokolNotarisadalahkumpulandokumenyang  merupakanarsipNegara

yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris,terdiridaribundelminuta akta,

repertorium,buku-bukudaftar,daftarklapper,dansurat-suratlainyangdiwajibkanoleh

UUJabatanNotaris;HabibAdjie. Hukum NotarisIndonesia, TafsirTematikTerhadapUU

No.30Tahun2004TentangJabatanNotaris.  Op.Cit. Hlm.49
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Walaupun para Notaris dapatmenjalankan jabatannya dalam

bentuk perserikatan perdata,masing-masing Notaris yang tergabung

dalam perserikatan tetap bertindak untuk dirinya sendiri. Karena

perserikatanperdata yangdimaksudolehPasal20ayat1Undang-Undang

Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,sebagaimana dalam

penjelasanpasaltersebut,adalahKantorBersamaNotaris.Jadi,pada

dasarnyapembentukanperserikatanperdatatersebuthanyalahbertujuan

untukbersatudalam suatukantoryangsama.Dantidakberpengaruhpada

pelaksanaan tugas jabatannya.  Apalagi kebolehan membentuk

perserikatan perdata ini juga dibebanidengan kewajiban untuktetap

memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan

jabatan.

Kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan

ketidakberpihakandalam menjalankanjabatanjugaterkaitdengansalah

satukewajibanyangdiaturdalam Pasal16ayat(1)hurufeUndang-

UndangNomor30Tahun2004tentangJabatanNotaris,yaitukewajiban

Notarisuntukmerahasiakanisiakta-aktanya.Danmemenuhisalahsatu

asasyangmenjadipedomandalam menjalankantugasjabatanNotaris,

yaitu asas kepercayaan,dimana jabatan Notaris merupakan jabatan

kepercayaanyangharusselarasdenganmerekayangmenjalankantugas

jabatanNotarissebagaiorangyangdapatdipercaya.22Dansalahsatu

22MajelisPengawasNotaristerdiriatas;MajelisPengawasDaerah,Majelis
Pengawas Wilayah,dan Majelis Pengawas Pusat. Pengawasan yang dilakukan oleh
MajelisPengawasNotaris meliputi;pelaksanaanJabatanNotarisberdasarkanUndang-
UndangJabatanNotaris,KodeEtikProfesiNotarisdanaturanhukum lainnya,serta
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bentuknyaadalahkewajibanNotarisuntukmerahasiakansegalasesuatu

mengenaiaktayangdibuatnyadansegalaketeranganyangdiperolehguna

pembuatanaktasesuaidengansumpah/janjijabatan,kecualiundang-

undangmenentukanlain.

Olehkarenaitu,walaupunparaNotaristersebutsudahberserikat

dalam suatuperserikatanperdata,merekatetaptidakbolehmembukaisi

aktadanrahasiapenghadapyangdipercayakankepadanya,kepadateman

serikatlainnya.Dan Notaristetap bertindaksendiri-sendiridan hanya

bertanggungjawabatasaktayangdibuatolehnyaataudihadapannyasaja,

termasuk terhadap semua protokol  yang disimpannya.Jadi,apabila

terjadikesalahan ataupun tindak pidana darisalah seorang Notaris

anggotaperserikatan,makatemanserikatlainnyatidakikutbertanggung

jawabatashaltersebut.23

DimungkinkannyaNotarismenjalankanjabatannyadalam bentuk

perserikatan perdata,hendaknya juga memperhatikan aspek perilaku

Notarisdalam menjalankanjabatannya.Tugasnyaharusdijalankan dan

didukungdengansegalailmuyangdimilikinya,sertadidasarinilaimoral

danetikaprofesiyangtinggi.Kepercayaanhanyaakandiperoleholeh

seorang Notaris apabila yang bersangkutan menjalankan jabatannya

secaraterusmenerussecarakonsekuensesuaiperilakudanmartabat

yangdiembannya.Disampingitu,keberadaanperserikatanperdataNotaris

meliputijugaperilakuNotaris.

23Ibid



23

dapatberjalandenganbaikapabiladilakukanpengawasan,olehMajelis

Pengawas Notarisyang memilikifungsikontrol terhadap pelaksanaan

jabatanNotaris.

Dengan demikian, jika kewajiban untuk tetap memerhatikan

kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatan telah

dilakukanolehNotarisdenganbenar,makakebolehanbagiNotarisuntuk

melaksanakanjabatannyadalam bentukperserikatanperdatatidakakan

mempengaruhiataumengurangisifatkemandiriandariNotaris.

b. KerangkaKonseptual

1. PengertianNotaris

Pasal1angka(1)Undang-UndangNomor2Tahun2014Tentang

PerubahanAtasUndang-UndangNomor30Tahun2004TentangJabatan

Notaris menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang

berwenanguntukmembuataktaotentikdanmemilikikewenanganlainnya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang iniatau berdasarkan

undang-undang lainnya.Daripasaltersebutterlihatsebuahperbedaan

denganpadamasaawalnotarisdiIndonesia,padasaatininotarisbukan

lagipegawaipemerintahmelainkanpejabatumum yang mandiriyang

memilikikewenangan dalam membuatakta autentiksepanjang untuk

pembuatanaktatersebuttidakdikecualikankepadapejabatlain.

Notarisadalahpejabatumum (openbaarambtenaar).Seseorang

menjadipejabatumum apabila ia diangkatdan diberhentikan oleh

pemerintahdandiberiwewenangdankewajibanuntukmelayanipublik



24

dalam dalam hal-haltertentu.Karenaitunotarissebagaipejabatumum

ikutsertamelaksanakankewibawaan(gezag)daripemerintah.Notaris

disebut sebagaipejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk

membuataktaautentik24.

Dalam menjalankanjabatannya,notarismemilikipanduanyaitu

berupaUndang-UndangNomor2Tahun2014TentangPerubahanAtas

Undang-UndangNomor30Tahun2004TentangJabatanNotarisdanKode

EtikProfesiNotarisyangharussenantiasadipatuhidandijunjungtinggi.

SalahsatukewajibannotarismenurutUndang-UndangJabatanNotaris

adalah membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadirioleh

palingsedikit2(dua)orangsaksidanditandatanganipadasaatitujuga

olehpenghadap,saksidannotaris.Berdasarkan ketentuantersebutjelas

bahwapadasaatpembacaanaktanotarilharusdihadiriolehpalingsedikit

dua orang saksi,begitu juga pada saatpenandatanganan akta,saksi

tersebutjugaharusturutmembubuhkantandatangannya.

Notarisdalam menjalankanjabatannyadiIndonesiadidasarkan

kepadaUndang-UndangNomor2Tahun2014TentangPerubahanAtas

Undang-UndangNomor30Tahun2004TentangJabatanNotaris.Undang

– undang inimengatursegalakewenangan,hakdan kewajiban serta

laranganbagiseorangnotarisdalam menjalankanjabatannya.Notaris

adalahpejabatumum yangberwenanguntukmembuataktaotentikdan

24 AbdulGhofurAnshori,2009,LembagaKenotariatanIndonesia,Persepektif
Hukum danEtika,Yogyakarta:UIIPress,hlm 16
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kewenanganlainnyasebagaimanadimaksuddalam undang-undangini.

Dengan demikian notaris adalah seorang pejabatumum yang diberi

wewenang oleh hukum untuk membuat akta-akta yang menjadi

kewenangannyadalam menjalankanjabatannya.

Kewenangan lainnotarisdiaturdalam Pasal15ayat(1),(2),dan

(3)Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-UndangNomor30Tahun2004TentangJabatanNotaris,yang

menegaskansebagaiberikut:

a. Notaris berwenang membuatAkta autentik mengenaisemua

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendakioleh

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,

menjaminkepastiantanggalpembuatanAkta,menyimpanAkta,

memberikan grosse,salinan dan kutipan Akta,semuanya itu

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikankepadapejabatlainatauoranglainyangditetapkan

olehundang-undang.

b. Selainkewenangansebagaimanadimaksudpadaayat(1),Notaris

berwenangpula:

1)mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian

tanggalsuratdibawahtangandenganmendaftardalam

bukukhusus;
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2)membukukan suratdibawah tangan dengan mendaftar

dalam bukukhusus;

3)membuatkopidariaslisuratdibawah tangan berupa

salinan yang memuaturaian sebagaimana ditulis dan

digambarkandalam suratyangbersangkutan;

4)melakukanpengesahankecocokanfotokopidengansurat

aslinya;

5)memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

pembuatanAkta;

6)membuatAktayangberkaitandenganpertanahan;atau

7)membuatAktarisalahlelang.25

c. Selainkewenangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat

(2),Notarismempunyaikewenangan lain yang diaturperaturan

perundang-undangan.

Suratatauaktayangdibuatolehnotarisdalam perkaraperdata

memegangperanyangsangatpenting.Didalam semuakegiatanyang

menyangkutdibidang lapangan hukum perdata,sengaja dicatatatau

dituliskandalam suatusuratatauaktasebagaimaksuduntukmenjadialat

buktitransaksiatauperistiwahubunganhukum yangterjadiapabilasuatu

ketika timbulsengketa atas peristiwa itu sehingga dapatdibuktikan

25HabibAdjie.,Op.Cit.hlm.106.
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permasalahandankebenarannyaolehaktayangbersangkutandihadapan

pengadilan.

Dilihat dari aspek hukum pembuktian maka Akta Notaris

merupakan bukti tulisan yaitu bukti tulisan dalam bentuk akta

autentik.26Agarakta yang dibuatoleh seorang notaris dapatberlaku

sebagaiakta yang memilikikekuatan pembuktian sempurna dimata

hukum,yangmanakekuatanpembuktiantersebuttidakdapatdicari-cari

kesalahannyaolehpihaklainuntukdigugurkansebagaialatbuktiautentik,

makaaktatersebutdibuatharusdenganmemenuhiketentuan-ketentuan

yangtelahdisyaratkanterhadapnya.

BerkaitandenganaktanotarismakaPasal15ayat(1)Undang-

UndangNomor2Tahun2014TentangPerubahanAtasUndang-Undang

Nomor30Tahun2004TentangJabatanNotarissebagaiberikut:

Notaris berwenang membuatAkta autentik mengenaisemua

perbuatan,perjanjian,dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentinganuntukdinyatakandalam Aktaotentik,menjaminkepastian

tanggalpembuatanAkta,menyimpanAkta,memberikangrosse,salinan

dankutipanAkta,semuanyaitusepanjangpembuatanAktaitutidakjuga

ditugaskanataudikecualikankepadapejabatlainatauoranglainyang

26HabibAdjie,2009,SanksiPerdatadanAdministratifTerhadapNotarisSebagai
PejabatPublik,Bandung:PT.RefikaAditama,hlm 47-48.
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ditetapkanolehundang-undang.27

Autentiktidaknyasuatuaktatidaklahcukupapabilaaktaitudibuat

olehdandihadapanpejabatsaja.Disampingitucaranyamembuatakta

otentikitu haruslah menurutketentuan yang ditetapkan oleh undang-

undang.Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada

wewenang dan tanpaadakemampuan untukmembuatnyaatau tidak

memenuhisyarat,tidaklahdapatdianggapsebagaiaktaotentik,tetapi

mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila

ditandatanganiolehpihak–pihakyangbersangkutan.Halinijugadapat

dilihatpadaPasal1angka(7)Undang-UndangNomor2Tahun2014

TentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor30Tahun2004Tentang

Jabatan Notaris,menyebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya

disebutAktaadalahaktaotentikyangdibuatolehataudihadapanNotaris

menurutbentukdantatacarayangditetapkandalam Undang-Undangini”.

Dengandemikianapabilasuatuaktadibuatolehataudihadapannotaris

tapitidakmengikutibentukdantatacarayangditetapkanundangundang

makasifatkeontetikannyamenjadihilangatautidakada.28

Dalam Pasal1868KUHPerdatajugadapatdiartikanbahwaakta

notarisadalah suatu akta yang didalam bentukyang ditentukan oleh

undang-undang,dibuatolehataudihadapanseorangpegawaiumum yang

berkuasauntukituditempatdimanaaktadibuatnya”.

Menunjukkepadaaktaautentik,makasecarabersamaantelah

27HabibAdjie.Op.cit,hlm.78.
28Ibid,hlm79.
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terpenuhitiga lapis pembuktian.Yakni,pembuktian antara para pihak

bahwamerekasudahmenerangkanapayangditulisdalam akta,bahwa

peristiwa memang benarterjadi,dan pembuktian bahwa benardalam

tanggaltersebutyangbersangkutantelahmenghadapkepadapejabatyang

berwenang.Sebagaialashukum yangsempurna,keabsahanaktaautentik

tidakdapatlagidiperdebatkanberdasarkantafsiranmasing-masingpihak.

Berbeda dengan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan,yang

kebenarannya dapat didalilkan oleh pihak yang bersengketa dan

kebenarannya bergantung pada interpretasihakim.Sehingga dengan

melakukanpembuatanaktaautentikdiNotaris,parapihaktidakdapat

berdalih pada saat pembuktian nantinya bila timbul permasalahan

dikemudianhari .

Pada akhirnya,dapatdisimpulkan bahwa peran notarisdalam

pembuatanaktaautentikdidasarkanpadaduakebutuhanyangberbeda.

Pertama,adabentuk-bentukperjanjian yang oleh Undang-Undang wajib

dibuatdengan akta autentik.Kedua,akta autentikyang semula hanya

bersifatdibawahtangan namununtukkeperluanpembuktiansehingga

dilakukan legalisasioleh notaris,sehingga status hukumnya bergeser

menjadiakta autentik.Oleh karena itu,diluarkedua kebutuhan ini,

kehadiran notaris tidak menjadiparametersah atau tidaknya suatu

perjanjian. Pandangan terhadap peran notaris perlu dikikis dengan

penekananpadasiapapunyangberkehendakuntukmembuatperjanjian,

bahwaperjanjiantertulisyangdituangkandalam bentukaktadibawah
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tangantetapmempunyaikekuatanmengikatsecarahokum.29

SyaratuntukdapatdiangkatmenjadiNotarissebagaimanadiatur

dalam Pasal3Undang-UndangNo.2Tahun2014tentangJabatanNotaris

yangbunyinyasebagaiberikut:

1.WarganegaraIndonesia;

2.BertakwakepadaTuhanYangMahaEsa;

3.Berumurpalingsedikit27tahun;

4.Sehatjasmanidanrohani;

5.Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua

kenotariatan;

6.Telahmenjalanimagangataunyata-nyatatelahbekerjasebagai

karyawanNotarisdalam waktu12bulanberturut-turutpadakantor

NotarisatasprakarsasendiriatauatasrekomendasiOrganisasi

Notarissetelahlulusstrataduakenotariatan;dan

7.Tidakberstatussebagaipegawainegeri,pejabatnegara,advokat,

atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-

UndangdilaranguntukdirangkapdenganjabatanNotaris”.

Disebuah pengumuman DirektoratJendralAdministrasiHukum

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia(DirektoratJenderalAdminisistrasiHukum Umum)30 disitus

resminyasejakawalJanuari2018menyampaikansoalmekanismeujian

pengangkatannotarissebagaisyaratbarumenjadinotaris.Melengkapi

Ujian Kode Etik Notaris (UKEN),ujian pra Anggota LuarBiasa (ALB)

sebagaisyaratuntukmengikutiUKEN,sertaujiantesiskelulusanMagister

29https://poplegal.id/berita/notaris--perjanjian.diaksespadatanggal19Mei2018
30http://portal.ahu.go.id/id/detail/85-ahu-portal/2077-pengumuman-proses-

pengangkatan-notaris,diakses20November2018
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Kenotariatan,lengkapsudahada4ujiankhususuntukmenjadinotaris.

UjianbaruiniberdasarkanPeraturanMenteriHukum danHakAsasi

Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) No.62 Tahun 2016

tentangPerubahanatasPeraturanMenteriHukum danHakAsasiManusia

Nomor25 Tahun 2014 tentang Syaratdan Tata Cara Pengangkatan,

Perpindahan,Pemberhentian,danPerpanjanganMasaJabatanNotaris

(Permenkumham 62/2016)danPeraturanMenteriHukum danHakAsasi

Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) No.25 Tahun 2017

tentangUjianPengangkatanNotaris.31

Dalam PeraturanMenteriHukum danHakAsasiManusiaRepublik

Indonesia Nomor62/2016 disebutkan pertama kalinya syaratujian

pengangkatandiPasal2ayat2hurufjbahwakelengkapandokumen

pendukunguntukdapatdiangkatmenjadinotarismeliputifotokopitanda

kelulusan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh

DirektoratJenderalAdministrasiHukum Umum yangtelahdilegalisasi.

SetahunsetelahPeraturanMenteriHukum danHakAsasiManusia

RepublikIndonesiainidiundangkan,PeraturanMenteriHukum danHak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25/2017 tentang Ujian

Pengangkatan Notaris diundangkan dan mengaturrincian mekanisme

ujianpengangkatantersebut.Ketentuanujianpengangkataninidinyatakan

mulaiberlakuMaret2018,empatbulansejakPeraturanMenteriHukum

danHakAsasiManusiaRepublikIndonesiaNomor25/2017diundangkan.

31Ibid.
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Selanjutnya,ujianpengangkatanwajibdiikutiparacalonnotaris

yangbarumengajukanpermohonanpengangkatanmulaidaritahun2018

danseterusnya.UjianpengangkatanperdanadiadakanpadaApril2018

denganbiayasebesarRp1.000.000,-(satujutarupiah).

Materiujianpengangkatanminimalakanmemuat10materi:

a. organisasikelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

b. pengangkatan Notaris,perpindahan Notaris,perpanjangan masa

jabatan Notaris, pemberhentian Notaris, pengawasan dan

pembinaanterhadapNotaris;

c. perjanjianbernamadantidakbernama;

d. pendiriandanperubahananggarandasarbadanhukum perseroan

terbatas,yayasan,danperkumpulan;

e. jaminankebendaandanjaminanperorangan;

f. pendaftaranjaminanfidusia;

g. hukum warisperdatadanwasiat;

h. kepailitan;

i. legalisasidanwaarmerking;

j. sikapdanperilakuNotaris.

Selain ujian-ujian tambahan yang telah dijelaskan,para calon

notarisperlumemastikanpersyaratanlainnyayangditetapkanPP-INIdan

KementerianHukum danHakAsasiManusia.Selamaduatahunmagang,

setiap calon notaris harus mengumpulkan 30 poin sebagaisyarat

mengikutiUjian KodeEtikNotaris(UKEN).Caranyadengan mengikuti

seminar-seminaryangdiadakanINI.

Adapun kantortempatmagang telah ditambahkan syaratnyadi
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PeraturanMenteriHukum danHakAsasiManusiaRepublikIndonesia

Nomor 62/2016harusdikantornotarisyangmempunyaimasakerja

palingsingkat5(lima)tahundantelahmenerbitkanpalingsedikit100

(seratus)akta.Syaratinijugaditemukandalam PeraturanMenteriHukum

dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor25/2017 dengan

tambahanbahwadalam program magangdikantornotaristersebutcalon

notarisharustelahberpartisipasidandicantumkannamanyapalingsedikit

pada20(duapuluh)akta

2. PersekutuanPerdataNotaris

“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang

samakepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu.

Sedangkan“sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi

persekutuanberarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta

padaperusahaantertentu32.

H.M.N. Purwosutjipto dalam pendapatnyayakni khusus untuk

perusahaanyangdijalankanolehlebihdarisatu(1)orang(perkumpulan)

yangdisebutsebagaibadanusaha,makasecarakhususbadanusaha

diartikansebagaiorganisasiusahayangdidirikanolehlebihdarisatu(1)

individumelaksanakantujuanusahauntukmeraihkeuntungan.Sedangkan

Pendapatahlilainyakni,RichardBurtonSimatupangmengartikanbadan

usahasebagaikumpulanyangterdiridaribeberapaorangdanmemiliki

32Mulhadi.2010.Hukum PerusahaanBentuk-BentukBadanUsahaDiIndonesia.
Bogor:GhaliaIndonesia,hlm.35.
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unsur-unsurkhususyangselalumelekatpadabadanusaha,baikbadan

usahadenganstatusbadanhukum maupunbadanusahadenganstatus

bukan badan hukum.Unsur-unsurbadan usahayang dimaksud dapat

dideskripsikanlebihlanjutsebagaiberikut:

1.Badanusahamemilikiunsurkepentinganbersama;

2.Badanusahamemilikiunsurkehendakbersama;dan

3.Badanusahamemilikiunsurtujuan.

4.Badanusahamemilikiunsurkerjasamayangjelas.33

Badan usaha dapatdibeda-bedakan berdasarkan jumlah orang

pendirinya,yaitubadanusahaperorangan yangdidirikanolehseorang

(usaha perorangan)dan badan usaha yang didirikan atas kerjasama

beberapaorang(PerserikatanPerdata,PersekutuanFirma,CV,PT,dan

Koperasi).34

Perusahaan Dagang (PD)atau Usaha Dagang (UD)merupakan

perusahaan yang dijalankan oleh perseorangan atau oleh satu orang

pengusaha.Perusahaanperseoranganinibiasadisebutdenganoneman

corporationataueenmanszaak.Modaldalam perusahaanperseorangan

merupakanmiliksatuorangyaitumilikpengusahausahadagang.H.M.N.

Purwosutjiptomenjelaskanbahwaperusahaandagangmerupakansalah

33Rr.DijanWidijowati,2012.Hukum Dagang.Yogyakarta:Andi,hlm.16-19
34JanusSidabalok.2012.Hukum PerusahaanAnalisisTerhadapPengaturanPeran

PerusahaanDalam PembangunanEkonomiNasionalDiIndonesia.Bandung:Nuansa
Aulia,hlm.91-92
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satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan

perseorangan merupakan perusahaan yang dilakukan oleh satu orang

pengusaha.35

Tidakadapersyaratankhususataustandaryangharusdipenuhi

guna mendirikan Perusahaan Dagang.Hanya dalam praktek pada

umumnyapendirianPDinidibuatdenganaktanotaris,kemudiandiikuti

dengan permohonan “izin usaha” kepada Kantor Perdagangan dan

permohonan“izintempatusaha”kepadaPemerintahDaerahsetempat.

Perludiketahuibahwaadaatautidakaktanotaris,PD(usahadagang)ini

tetapbisadidirikan.Keberadaanaktahanyasebagaialatbuktisemata,

bukansebagaisyaratbahwaiaadalahbadanhokuSepertisebutannya,

UsahaPerorangandidirikandandijalankanolehseseorang.

UntukmendirikanUsahaPerorangantidakmemerlukanformalitas

tertentu.Misalnya tidak ada syaratpermodalan maupun tata cara

pendiriannya.Dengankatalainperusahaanjenisinidianggapsudahlahir

ketikaseseorangmelakukankegiatan-kegiatanperusahaan.Sebagaimana

syaratsebuah perusahaan,pelaksanaan kegiatan usaha disiniharus

permanen,dilakukandalam jangkawaktuyangrelatiflamadanditujukan

sebagaibagiandarimatapencaharianpengusahanya.Karenaitusegala

kegiatandidalam usahainidiarahkanuntukmencarikeuntunganatau

laba.Padajenisperusahaanini,tidakjelaspemisahanantarakekayaan

pribadidengankekayaanperusahaan,karenamemangtidakdiharuskan

35Rr.DijanWidijowati,op.cit.,hlm.33
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demikian.Olehkarenaitudidalam perusahaanmenjaditanggungjawab

pribadidariorangyangmendirikandanmenjalankanperusahaantersebut.

Majumundurnyaperusahaanmenjaditanggungjawabpemilik(pengelola)

perusahaan yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pada Usaha

Peroranganbersifatpribadidanpenuh(seluruhnya),artinyapelakuusaha

bertanggungjawabsecarapribadi(sampaikehartapribadi)atasseluruh

utang-utangperusahaan.36

Karakteristikkhususyangterdapatdalam perusahaandagangyang

membedakan dengan perusahaan dalam bentuk persekutuan secara

umum berdasarkanpandanganparaahlihukum dapatdijelaskanlebih

lanjutsebagaiberikut:

1. Perusahaan memilikimodaldarisatu (1) orang,dalam arti

perusahaandagangdidirikandandijalankanolehsatu(1)orang,

baikdalam aspekpermodalanmaupundalam aspekkekuasaanke

dalam dankeluarperusahaan. Setiapmodalyangberasaldari

pihak ketiga atau pihak lainnya tidak daianggap sebagaiturut

sertanya pihak-pihak tersebut dalam pendirian dan kegiatan

perusahaan, tetapi modal dianggap sebagai pinjaman atau

pemberiankepadapengusahayangsecaralangsungbertanggung

jawabdalam mengembalikansegalapinjamanataupenggunaan

modaltanpadihubungkandengankeberadaanperusahaandagang.

36Mulhadi. 2010. Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di
Indonesia.Bogor:GhaliaIndonesia,hlm.33
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2. Perusahaandagangmemilikipengusahayanglangsungbertindak

sebagaipengelolayangdapatdibantuolehbeberapaorangpekerja,

dalam artiperusahaan dagang hanya memilikisatu (1)orang

(pengusaha)yangbertanggungjawabsecarahukum ataspendirian

danpelaksanaanperusahaandagang,baikbertanggungjawabke

dalam ataukeluarperusahaandagangmaupunbertanggungjawab

didalam ataudiluarpengadilan.Dalam menjalankanperusahaan

dagang,pengusaha dapatdibantu oleh satu (1)pekerja atau

beberapapekerjayang tidakmemilikitanggung jawab terhadap

pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan dagang

secarakeseluruhan,khususnyapekerjatidakbertanggungjawab

terhadapakibathukum,baikkedalam ataukeluarperusahaan

dagang maupun bertanggung jawab didalam atau diluar

pengadilan.

3. Perusahaandagangmemilikipekerjayangmembantupengusaha

dalam mengelola perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau

pemberian kuasa. Pekerja dalam perusahaan dagang hanya

memilikihubunganketenagakerjaandenganpengusahasehingga

pekerja hanya bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah

diberikan kepada pekerja berdasarkan hubungan industrial,

sehinggapekerjatidakbertanggungjawabterhadapakibathukum

yangterjadiatassegalahasilpekerjaanyangtelahdiamanatkan
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olehpengusaha.37

Persekutuanperdatadiaturdidalam KitabUndang-UndangHukum

Perdatasebagaibentukkhususdariperkumpulanpadaumumnya.Namun

demikian dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata disebutsebagai

persekutuan.Pengaturannyaterdiridari4(empat)bagiansebagaiberikut:

a. Ketentuanumum;

b. Perikatan-perikatanantaraparasekutu;

c. Perikatan-perikatanparasekututerhadappihakketiga;

d. Caraberakhirnyapersekutuan38.

Menurut Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,persekutuan perdata diartikan sebagai suatu persetujuan

denganmana dua orang atau lebih mengikatkan diri (untuk

menjalankanusahasecarabersama-sama),denganmemberipemasukan

atauinbreng, dengan tujuan membagi keuntungan yang

timbulkarenanya.Persekutuan Perdata atau Perserikatan Perdata

(Maatschap,Partnership) adalah bentuk kerja sama usaha yang

palingsederhana.Berbeda dengan Usaha Perorangan yang didirikan

olehsatuorang.PersekutuanPerdatainididirikanmelaluiperjanjianantara

duaorangataulebih.Dengandemikian,PersekutuanPerdatadidirikanatas

37Rr.DijanWidijowati,op.cit.,hlm.35-36
38JanusSidabalok,op.cit.,hlm.95-96
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kerjasamadankesepakatanbeberapaorang.BentukusahaPersekutuan

Perdatainidiaturdidalam KUHPerdata.

Diambil dari pendapat Johanes Ibrahim bahwa

Burgelijkemaatschap atau maatschap (selanjutnya disebut

sebagaipersekutuan perdata) merupakan persetujuan kerja sama

antarabeberapa orang untuk mencari keuntungan tanpa bentuk

badanhukum terhadappihakketigamasing-masingmenanggungsendiri-

sendiriperbuatannyakedalam persekutuandenganmemperhitungkanlaba

rugiyangdibaginyamenurutperjanjian39.

SedangkanmenurutProfesorRudhiPrasetya,persekutuanperdata

menurut pandangan klasik merupakan bentuk genus (umum) dari

persekutuanfirma,persekutuankomanditerdanperseroanterbatas,tetapi

perkembanganpandangantentangperseroanterbatastelahberubah,para

ahlihukum berpendapatbahwaperseroanterbatastelahberubah,para

ahlihukum berpendapatbahwaperseroanterbatasbukanlagitermasuk

bentukspesiesdaripersekutuanperdata.40

PersekutuanperdatamenurutIPutuGedeRaiWidjaya merupakan

bentuk badan usaha yang sangat sederhana persekutuan firma,

persekutuan komanditer atau perseroan terbatas,mengingat dalam

persekutuan perdata memiliki karakteristik-karakteristik yang dapat

dijelaskansebagaiberikut:

39Rr.DijanWidijowati,op.cit,hlm.39
40JanusSidabalok,loc.cit.,hlm.96
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1. Dalam halbesarnyajumlahmodal,perseroanterbatastidakdiatur

mengenai besarnya modal, sebagaimana penentuan modal

minimum yangberlakudalam perseroanterbatas.

2. Dalam halbentuk modal,persekutuan perdata dapatdidirikan

berdasarkanmodaldalam bentukuang,barangdantenagayang

diberikanolehparasekutu.

3. Dalam halbidangkerjadanusaha,persekutuanperdatamemiliki

bidangkerjadanusahayangtidakterbatassehinggapersekutuan

perdatadapatmeliputipermodalanhinggaperdagangan.

4. Dalam halpengumumankepadapihakketiga,persekutuanperdata

tidak membutuhkan pengumuman kepada pihak ketiga

sebagaimanayangharusdilakukandalam persekutuanfirma.41

Ridwan Khairandy, dalam bukunya memberikan pengertian

Persekutuan Perdata adalah Padanan dan terjemahan dariBurberlijk

Maatschap(privatepartnertship).Didalam system commonlaw dikenal

denganistilahpartnership.42

Lebih lanjut Ridwan Khairandy memberikan pendapat yakni

Persekutuan Perdata dalam sistemcommon law memilikipersamaan.

Kesamaan itu terletak pada hubungan para sekutu didasarkan pada

perjanjianorangyangmelakukankerjasamadidalam persekutuantersebut

41Ibid,hlm 39-40
42RidwanKhairandy.2013.Pokok-PokokHukum DagangIndonesia,Yogjakarta:FH

UIIPress,hlm.26.
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dapatberupaperorangan(makhlukpribadi)ataubadanhokum seperti

perseroanterbatasataukoperasi.43

Persekutuanperdataseringpuladikenaldengankemitraan,karena

ada entitas sekutu didalamnya.Kemitraan atau persekutuan perdata,

maatschap atau vennootschap (dalam bahasan Belanda),partnership

(dalam bahasaInggris).Sedangkandalam khasanahhukum Islam dikenal

dengan istilah shirkah.Kesemuanya merupakan suatu bentuk dasar

kegiatanbisnis.

Pengertian bisnis disiniadalah segala aktivitas dalam bidang

perdagangandanpekerjaanatauprofesi.Sebagaibentukkegiatanbisnis

yang maksud pendiriannya untuk memasukkan modal,keahlian dan

kemampuan dalam suatu perusahaan dalam rangka untuk membagi

keuntunganyangtelahdisepakati.Bentukkegiatanbisnisberkembangdi

NegaraCommanLawmaupunCivilLaw.Sistem CivilLawyangdianutoleh

negara-negaraEropaKontinentalsepertiBelanda,Jerman,Perancis,Italia

dll.Sedangkansistem CommonLaw dianutolehnegara-negaraAnglo

Saxon,sepertiInggris,Amerika.Malaysia,India,Australiadll.Keduanya

memilikititiktekantersendiridimanaCivilLaw lebihmenitikberatkan

kepada penegakan hukum/rechtstastaat, sementara Common Law

menitikberatkankepadakeadilanhukum.

Secarayuridis,persekutuanperdatadapatdibagidua(2)jenis,yaitu

43Ibid,hlm 28
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persekutuanperdataumum danpersekutuanperdatakhususyanglebih

lanjutdapatdijelaskansebagaiberikut:

1. Persekutuan perdata umum sebagaimana yang diaturdalam

Pasal1622KitabUndang-undangHukum Perdata,dalam artian

persekutuanperdatayangmemilikitujuanuntukmendapatkanhal

-halyangdiharapkanolehparasekutusebagaihasilusahapara

sekutuselamapersekutuanperdataberdiri.Persekutuanperdata

umum dapatmelakukankegiatanusahayangberagam,sesuai

dengan tujuan dan kepentingan para sekutu sehingga

persekutuanperdatatidakmemilikitujuanyangjelas,meskipun

masingmasinginbrengharustetapdapatdideskripsikansecara

terperinci.Adapun Pasal1622 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdatamenjelaskanbahwa“Perseroanperdatatakterbatasitu

meliputiapasajayangakandiperolehparapesertasebagaihasil

usahamerekaselamaperseroanituberdiri”.

2. Persekutuan perdata khusus sebagaimana yang diaturdalam

Pasal1623 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,dalam arti

persekutuanperdatayangmemilikikegiatanyangkhusus,baik

darisegibidangkegiatanusaha,tujuanusahamaupunhasilyang

akandiperolehdarikegiatanusaha,tujuanusahamaupunhasil

yangakandiperolehdarikegiatanusahamaupunhasilyangakan

diperoleh dari kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh

persekutuanperdatasepertipendirianpersekutuanperdatayang
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melakukankegiatanusahaatasbarang-barangtertentuatauatas

suatukegiatanusahatertentu.44

Persekutuan perdata dapatdidirikan dengan memenuhisyarat-

syaratsebagaiberikut:

1. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian daripara

sekutu,dalam artimasing-masingsekutuberkehendakdanberjanji

untukmendirikansuatupersekutuanatastujuanBersama;

2. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan maksud dan tujuan

tertentu,dalam artipendirian persekutuan perdata yang telah

disepakatiharusmemilikitujuantertentu,baikuntuktujuanumum,

tujuankhusus,tujuankomersialmaupununtuktujuantertentu;

3. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan inbreng yang

dimasukkan oleh para sekutu,dalam artipersekutuan perdata

berdiriberdasarkanmodalyangtelahdiberikanolehparasekutu,

baikdalam bentukuang,barangmaupuntenaga.45

Mengingat pendirian persekutuan perdata didasarkan atas

kehendakparasekutuyanglebihlanjutdinyatakandalam suatuperjanjian,

perjanjiandalam pendirianpersekutuanperdatasetidak-tidaknyaharus

memenuhisyaratsahnyasuatuperjanjiansebagaimanayangdinyatakan

dalam Pasal1320KitabUndang-UndangHukum PerdatadanPasal1338

44Rr.DijanWidijowati,op.cit.,hlm.41
45Ibid.,hlm.42-43
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KitabUndang-UndangHukum Perdata.46

Pasal1338 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menjelaskan

bahwapersetujuanyangdibuatsecarasahberlakusebagaiundangundang

untukmerekayangmembuatnya.Parapihakdapatsecarabebasdantidak

terikatpadaketentuanundang-undanguntukmembuatsuatuperjanjian

bagikepentingan mereka sendiri.Pasal1338 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata telah memberikan batasan-batasan dalam melakukan

perjanjian,yaitu batasan yang menjadisyarat-syarat sahnya suatu

perjanjianyangdiaturdalam Pasal1320KitabUndang-UndangHukum

Perdata.

Pasal1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan

bahwauntuksahnyaperjanjianyangtelahdilakukanolehparapihak,harus

memenuhiunsur-unsursahnyaperjanjiansebagaiberikut:

1. Syaratsubjektif,dalam artisyaratyang mengisyaratkan bahwa

tidak terpenuhinya persyaratan ini mengakibatkan sebuah

perjanjiandapatdibatalkan.Syaratsubjektifterbagiatas:

a.Sepakat,sebagaimanayangtercantum dalam Pasal1320Kitab

Undang-UndangHukum Perdata,dalam artianperjanjianharus

dilakukandengankesepakatankeduabelahpihak.Kesepakatan

dapatterlihatdariadanyapemberiandanpenerimaanhakdan

kewajibanantaraparapihak.Kesepakatantidakberlakuapabila

46Ibid.,hlm.42-43
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dilakukan dengan penipuan, pemaksaan, kekhilafan, atau

pemalsuan.

b.Cakap,sebagaimanayangtercantum dalam Pasal1330Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata,dalam artiseseorang yang

melakukan perjanjian harus dianggap mampu sepertitelah

dewasa,tidaksakitingatan,tidakdalam pengampuan,atautidak

sedangdicabuthaknya.

2. Syaratobjektif,dalam artisyaratyangmengisyaratkanbahwatidak

terpenuhinyapersyarataninimengakibatkanperjanjianbataldemi

hukum ataudianggapperjanjianyangtelahterbentuktidakpernah

ada.Syaratobjektifiniterbagiatas:

a.Haltertentu(objekperjanjian),sebagaimanayang tercantum

dalam Pasal1333danPasal1334kitabUndang-UndangHukum

Perdatadalam arti setiap objek yang diperjanjikan harus

ditentukanterlebihdahulu,sepertijenis,kualitas,ataukuantitas

daribarangataujasayangdijanjikanobyekperjanjian.

b.Suatusebabyanghalal,sebagaimanayangtercantum dalam

Pasal1335,Pasal1336,danPasal1337KitabUndang-Undang

Hukum Perdata,dalam artisetiaporangyangterlibatdalam

sebuahperjanjianharusmemilikitujuanyangtidakbertentangan

dengan kepentingan umum,norma-norma yang berkembang,
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danhukum positifyangberlaku.47

Hubunganantarsekutudalam persekutuanperdata,baikhubungan

sekutusecarakedalam maupunhubungansekutukeluardanpihakketiga,

didasarkanatasketentuan-ketentuanyangtercantum dalam KitabUndang

-UndangHukum Perdata,seperti:

1. Hubungan mengenaipemasukan modalyang didasarkan atas

Pasal 1625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

menjelaskan bahwa,“Peserta wajib memasukkan ke dalam

perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk

dimasukkan,maka peserta wajib memberikan pertanggungan

menurutcarayangsamadengancarajualbeli”.

2. PembagiankeuntungandankerugianyangdidasarkanatasPasal

1633danPasal1634KitabUndang-UndangHukum Perdatayang

menjelaskanbahwapembagiankeuntungandankerugianterhadap

parasekutudiaturdalam perjanjianpendirianpersekutuanperdata.

Apabiladalam perjanjianpendirianpersekutuanperdatatidakdiatur,

masing-masing sekutu mendapatkan keuntungan dan beban

kerugianyangdihitungberdasarkanbesarnyamodalyangdiberikan

kedalam persekutuanperdata.Sekutuyanghanyamemberikan

modaldalam bentuktenaga,pembagiankeuntunganuntuksekutu

yang memberikan modaluang atau barang yang palingsedikit

47Ibid.,hlm.44.
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(Pasal1633KitabUndang-UndangHukum Perdata).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdataditegaskan bahwa

kesanggupansetiapsekutumemberinbrengkepadapersekutuan,apabila

belum diserahkanpadasaatpendirian,menjadiutangdarisekutuyang

bersangkutan yang wajib diserahkan padasesuaidengan waktu yang

disepakati.Sekutu yang menjadikan inbreng dalam bentuk uang dan

belum menyerahkannyasesuaidengankesepakatan,demihukum menjadi

berutang bunga terhitung sejak hariketerlambatan menyerahkannya.

Ketentuan-ketentuaninimenjadidasaryangmenjaminkesungguhankerja

samaparasekutu(Pasal1625danPasal1626).

Bentuk badan usaha dapat pula dibedakan menurut status

hukumnyamenjadidua kelompok,yaitu badan usaha yang berbadan

hukum (sepertiusahaperorangan,perserikatanperdata,persekutuanfirma,

dan CV).Perusahaan yang berstatus badan hukum,secara hukum

diterimamenjadisubyek hukum tersendiridalam pergaulan hukum,

sedangkanbagiperusahaanyangtidakberbadanhukum,statussubyek

hukumnyamelekatpadadiripendiriatauanggotaataupengusahanya.

KeberadaanbadanusahadiIndonesiadigolongkanmenjadidua

(2)jenis yaitu badan usaha dengan status badan hukum dan badan

usahadengan satatus bukan badan hukum. Penggolongan badan

usahadidasarkanatasbentuktanggungjawabyangmelekatkepadapara

pendiriperusahaandanparapengurusperusahaan.

Persekutuanperdatayangdiaturdalam UUJNterbaru(perubahan)
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berbeda denganpengaturan perserikatan perdata yang ada dinegeri

Belanda, perserikatan yangdilakukan di Belanda adalah bentuk

perserikatanyanglebihluas,aturanperserikatanperdatadiBelandajuga

membenarkanperserikatandiantaraprofesiyangberbeda,misalnyadalam

satugedungdandalam suatufasilitasyangsamayangadapadagedung

tersebut,dapatdigunakan dalam perserikatan perdatayang terdiridari

pengacara,notarismaupundokter.48

Penulisberpendapat,bahwapersekutuanperdatanotarisadalah

solusiyangcukupbagusyangdiberikankepadaparanotaris,ditengah

banyaknyajumlahnotaris(membludaknyajumlahnotarisbaru)kemudian

untukselanjutnya dikembalikan kepada masing-masing notaris untuk

menggunakanatau tidaksolusiyang diberikan mendirikan persekutuan

perdatanotariesdanrambu-rambunyayangdiaturdalam KUHPdtdan

KUHD ataupun yangnantinya akan digariskan atau diaturoleh Ikatan

NotarisIndonesia(INI).

Beberapa waktu sebelum diterapkannya aturan ini,dulu notaris

dilarang mengadakan perserikatan maupunpersekutuan dengan

pertimbanganbahwapersekutuansedemikiantidakmenguntungkanbagi

masyarakatumum,oleh karena itu berartimengurangipersaingan dan

pilihanmasyarakattentangnotarisyangdikehendakinya,terlebihditempat-

tempat yang hanya ada beberapa orang notaris. Selain itu

adanyapersekutuan diantara notaris dapat menyebabkan kurang

48Ibid.hlm.45
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terjaminnyakewajibanmerahasiakanaktayangdibebankankepadanotaris.

Lalu disampaikan beberapa sebab dan akibat, untuk

memperkenankan para notaries mengadakan persekutuan didalam

menjalankanjabatannya,yaitubagimerekanotarisyangtelahagaklanjut

usianyadalam halmanatentunyamerekamenginginkandapatmengurangi

kesibukan mereka sebagainotaris.Akan tetapitidak boleh dilupakan,

bahwa walaupun haltersebutmerupakan alasan yangkuat,namun di

dalam mempertimbangkannya harus diutamakan kepentinganumum,

untukmananotarisdiangkat.

Ketentuan tersebutdibuatpada tahun 1860 oleh pemerintah

HindiaBelanda,diadakan ketentuan larangan berdasarkan alasan yang

dikemukakanolehbapakLumbanTobingtersebutadalahsudahtepatdan

lagipadawaktuitumungkinsajapemerintahHindiaBelandabermaksud

bahwa notaris yangjumlahnya sedikit itu hanya untuk kepentingan

masyarakat Belanda, GolonganTimur Asing, dan sebagian kecil

masyarakatIndonesiayangmenundukkandiripadahukum barat.Berbeda

denganperaturanjabatannotarisyangberlakudinegeriBelandasendiri

yang pada prinsipnya tidak melarang notaris untuk

mengadakanpersekutuan dalam menjalankan jabatannya. Hal ini

menunjukan segi positif bilanotaris diperbolehkan mengadakan

persekutuan,tentunyatidakadasalahnyameniruhalyangbaikseperti

yangadapadanegeriBelanda.Bentukpersekutuanperdatanotarisyang

sesuaidengankaraterstikdanprofesinotarisyangadapadapasal20



50

UUJNPerubahanharusmengacukepadapasal1618KUHPerdatakarena

padadasarnyakarakteristikpersekutuanperdatanotarissamadengan

yangdimaksudkandalam persekutuanperdatapadapasal1618KUHPdt,

yaituberdasarkandengansuatuperjanjian,harusdenganduaorangatau

lebih dan memasukkan sesuatu atau modal dalam persekutuan

perdatadengan maksud mencarikeuntungan.Karena profesinotaris

adalah juga pejabatumum negara yang salah satu tugasnya adalah

membuatalatbuktiyangsahmakahalinijugaakanberkaitandengan

persekutuanperdatanotaris.SejakawalmunculnyajabatanNotaris,pada

hakikatnya pengembanan jabatan tersebutdilakukan secara mandiri,

dalam artibahwakualitashasilkerjadariseorangNotarishanyaakan

tergantungpadakualitasNotarisitusendirisecaraindividual.49

3. PendiriandanPembubaranPersekutuanPerdata

Proses Pendirian Persekutuan Perdata (Maatschap)memerlukan

syaratyakni,samadenganFirma(Fa)ataupunPersekutuanKomanditer

(CV),yaituharusdidirikanolehpalingsedikitoleh2orangberdasarkan

pejanjian dengan akta notaries yang dibuatdalam bahasa Indonesia.

Karena,pada dasarnya akta pendirian Maatschap sebenarnya adalah

bentukkesepakatanantaraparasekutuuntukberserikatdanbersama-

samadanmengaturhubunganhukum diantaraparasekututersebut.

Maatschapatauyanglebihdikenalsebagaipersekutuanperdata

/perkongsian/kompanyondiaturdalam Pasal1618 hinggaPasal1652

49Ibid.hlm.45-46
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KUHPerdandiartikansebagai:

“suatupersetujuandimanaduaorangataulebihmengikatkandiri
untukmemasukkansesuatukedalam persekutuan,denganmaksuduntuk
membagikeuntunganyangterjadikarenanya(Pasal1618KitabUndang-
UndangHukum Perdata)”.

"Sesuatu"disinidapatdiartikandalam artiluas,yaitubisaberupa

uangataujugabisaberupabarang-baranglain,ataupunkerajinanyang

dimasukkankedalam persekutuansebagaikontribusidarianggotaatau

mitra yang bersangkutan.‘kerajinan’yang dimaksud juga bisa berupa

tenagaatauketrampilanyangdimasukkankedalam persekutuankarena

halinimerupakansyaratmutlakbagiterbentuknyamaatschap.

MenurutPasal1618KUHPerdata,maatschapadalahpersekutuan

yangdidirikanatasdasarpejanjian.Menurutsifatnya,perjanjianituada

dua macam golongan,yaitu perjanjian konsensualdan perjanjian riil.

Perjanjian mendirikan maatschap adalah perjanjian konsensual,yaitu

perjanjianyangterjadikarenaadapersetujuankehendakdaripihakatau

adakesepakatansebelum adatindakan-tindakan(penyerahanbarang).

Padamaatschap,jikasudahadakatasepakatdariparasekutuuntuk

mendirikannya,meskipun belum adainbreng,makamaatschap sudah

dianggapada.

Mengenaipendiriannyasendiri,maatschapdapatdidirikanmelalui

perjanjiansederhana,dantanpapengajuanformal,atautidakdiperlukan

adanya persetujuan pemerintah.Halinidapatdilakukan secara lisan,

namuntidakmenutupkemungkinanjugabilaingindilakukandenganakta

pendirianyangdibuatsecaraotentik.Maatschapbiasanyabertindakdi
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bawahnamaparaanggotaataumitranya,meskipuninibukanmerupakan

persyaratanhukum.50

Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian

maatschap,sehinggaperjanjianmaatshapbentuknyabebas.Tetapidalam

praktik,halinidilakukan dengan akta otentikataupun akta dibawah

tangan.Jugatidakadaketentuanyangmengharuskanpendaftarandan

pengumumanbagimaatschap,halinisesuaidengansifatmaatshapyang

tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangan) Maatschap

biasanyabertindakdibawahnama-namaparaanggotaataumitranya,

meskipuninibukanmerupakanpersyaratanhukum.PenggantianPersero

Pada dasarnya penggantian keanggotaan dalam suatu persekutuan

perdataadalahdilarang,kecualiialahdiperjanjikandemikian.Jadidengan

kematian,penempatandibawahpengampuan,kepailitan,darimaatschap,

akanmenyebabkanmaatschapbubar.

CaramendirikanPersekutuanPerdata(Maatschap):

1. Persekutuan Perdata didirikan atas dasarperjanjian dan tidak

diharuskan secara tertulis, sehingga perjanjiannya bersifat

konsensual.(Pasal1618KUHPerdata);

2. Perjanjianmulaiberlakusejaksaatperjanjianitumenjadisempurna

atau sejak saatyang ditentukan dalam perjanjian (Pasal1624

KUHPerdata).

50https://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/diaksestangga;
10Desember2018
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Adapun syarat-syarat pendirian dariMaatschap atas adanya

Perjanjian harusmemenuhiPasal1320KUHPerdata;

1. Tidakdilarangolehhukum;

2. Tidakbertentangandengankesusilaandanketertibanumum;dan

3. Harusmerupakankeuntungankepentinganbersamayangdikejar. 

Dalam pendiriansuatuMaatschap,parasekutudiwajibkanuntuk

berkontribusibagikepentinganMaatschaptersebut.“Kontribusi”inidalam

istilahhukumnyadisebut“inbreng”(pemasukankedalam Perseroan).Para

sekutudapatberkontribusidalam berbagaibentuk,yaituuang,barang,

goodwill,danknow how.GoodWillitusendiribisaberupaapasaja,

seperti:pangsapasaryangluas,jaringan,relasi,ataupunMerek(brand

image).SedangkanKnow how bisaberupakeahliandibidangtertentu,

seperti:dalam MaatschapKantorHukum,bisaberupakeahliandibidang

penanganankasuskejahatandiduniamayamisalnya.Jadibisaapasaja,

yang penting oleh para persero (sekutu)tersebutdianggap memiliki

manfaatdannilaiekonomis.51

Maatschapmerupakanbentukpermitraanyangpalingsederhana

karena:

1. Dalam halmodal,tidakadaketentuantentangbesarnyamodal,

seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas (PT) yang

menetapkan besarmodalminimal,saatiniadalah minimalRp.

51Ibid.
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50.000.000,00-(limapuluhjutarupiah).

2. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau

maatschap, selain berbentuk uang atau barang, boleh

menyumbangkantenagasaja.

3. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang

perdagangan. 

4. Tidakadapengumumankepadapihakketigasepertiyangdilakukan

dalam Firma. 

Macam-macam PersekutuanPerdata(maatschap)

a.Firma/vennootschaponderfirma

Menurutpasal16KUHD,Persekutuanfirmaadalahialahtiap-tiap

persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan

dengannamabersama.Dariketentuanpasaldiatasdapatdisimpulkan

bahwapersekutuanfirmamerupakanpersekutuanperdatakhusus.

Molengraaff memberikan pengertian firma dengan

menggabungkanpasal16danpasal18WvK,yaitusuatuperkumpulan

(vereniging)yang dididirkan untuk menjalankan perusahaan dibawah

nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas

tanggungjawabnyaterhadaptperikatanfirmadenganpihakketiga.52

Schilfgaardemengatakanpersekutuanfirmasebagaipersekutuan

terbuka terang-terangan (openbarevennootschap) yang menjalankan

perusahaan dan tidakmempunyaiperseroan komanditer.Terdapattiga

52https://handayanihutapea.wordpress.com/2018/03/17/resume-maaschap-
persekutuan-perdata/diaksestanggal10Desember2018
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unsurmutlakyang dimilikipersekutuan firma,selain sifatnya sebagai

persekutuanperdatakhusus,yaitusebagaiberikut:

MenjalankanperusahaanPasal16KUHD,perusahaanharuslah

bersifatterus-menerus,tetapdanharusmemeliharapembukuan.

Dengan nama bersama atau firma Pasal 16 KUHD dan

yurisprudensi,ditentukanbahwanamabersamaataufirmadapatdiambil

dari:namadarisalahseorangsekutu,namasekutudengantambahan,

kumpulandarisemuaatausebagiansekutudannamalainyangbukan

namakeluarga,yangmenyebutkantujuanperusahaanya.

Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk

keseluruhan (solider,tanggungjawab renteng,tanggung menanggung)

Pasal18 KUHD,yang menjadicirikhasfirmaserta dalam melindungi

kepentinganpihakketiga.

b.Komanditer(commanditairevennootschap:CV)

Menurut pasal19 KUHD,persekutuan komanditer adalah

persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang secara

tanggungmenanggungbertanggungjawabseluruhnya(solider)padapihak

pertama(sekutukomplemeter)dansatuorangataulebihsebagaipelepas

uang(sekutukomanditer)padapihaklain.

Sekutu komanditeradalah sekutu yang hanya menyerahkan

uangataubarangsebagaipemasukanpadapersekutuandantidakturut

campur didalam mengurus atau mengelola persekutuan.Sekutu

komplementeradalah sekutu pengurus yang bertanggungjawab atas
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jalanya persekutuan,bahkan pertanggungjawabannya sampaikepada

hartapribadinya.

Adatigajenispersekutuankomanditer(CV)yangdikenal:

1. CV diam-diam,yaitu CV yang belum menatakan dirinyaterang-

terangankepadapihakketigasebagaiCV.

2. CV terang-terangan (terbuka),yaitu CV yang terang-terangan

menyatakandirinyakepadapihakketigasabagaiCV.Halituterlihat

daritindakannyadalam bentukpublikasiberupapapannamayang

bertuliskanCV,atausaatberhubungandenganpihakketigadalam

penulisankepalasuratyangmenerangkannamaCVtersebut.

3. CVdengansaham,yaituCVterang-terangan,yangmodalnyaterdiri

darikumpulansaham-saham.Jenisterakhirinisamasekalitidak

diaturdalam KUHD,ia hanya munculdaripraktek dikalangan

pengusahaatauduniaperniagaan.

SuatuPersekutuanPerdataakanberakhirkarena:

1. Lampaunyawaktuyangdiperjanjikan;

2. Pengakhiranolehsalahsatusekutu;

3. Pengakhiranberdasarkanalasanyangsah;

4. Selesainyaperbuatan;

5. Hancurnyabendayangmenjadiobjekpersekutuan;dan

6. Kematiansalahsatusekutu.53

Dalam Pasal1646KitabUndang-UndangHukum Perdata,suatu

53Ibid.
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PersekutuanPerdata(Maatschap)dengansendirinyabubarbilaterjadi

salahsatudariperistiwadibawahini:

Dalam Pasal1646KitabUndang-UndangHukum Perdata,suatu

PersekutuanPerdata(Maatschap)dengansendirinyabubarbilaterjadi

salahsatudariperistiwadibawahini:

1.Lewatnyawaktuyangditentukandalam perjanjianmaatschap;

2.Musnahnyabarangataudiselesaikannyaperbuatanyangmenjadi

pokokpermitraan;

3.Ataskehendakbeberapaatauseseorangsekutu;dan

4.Jika seorang sekutu ditempatkan dibawah pengampuan atau

dinyatakanpailit.

Bila maatschap bubar,maka harta kekayaan maatschap akan

dibagikepada anggota maatschap berdasarkan perjanjian terdahulu,

setelah dikurangiutang-utang terhadap pihak ketiga.Bila kekayaan

maatschap justru tidak cukup untuk membayarutang,maka utang

tersebutakanditanggungbersama(tanggungrenteng)olehparasekutu

berdasarkanperjanjianyangtelahdibuatsebelumnya.

Sebagaimanahalnyadengansemuaperjanjianyangdibuatuntuk

suatu waktu tertentu,makasuatu perjanjian persekutuan yang dibuat

untuksuatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhirapabila

waktuituhabis.

MenurutPasal1652KitabUndang-UndangHukum Perdata,kalau

sebagai akibat dari pembubaran atau penghentian persekutuan,
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kekayaannya harus dibagidiantara para anggota,maka berlakulah

ketentuan-ketentuandariKitabUndang-UndangHukum Perdatamengenai

pembagianbudelwarisandariseorangyangmeninggaldunia.Ituberarti

bahwaassetatauhartakekayaanpersekutuandibagisama(ratadiantara

parasekutu.Dengandemikiantidakdihubungkandenganinbrengpada

waktumendirikanpersekutuanperdata.54

Parapembentukperseroan(maatschap)dapatmenyimpangdari

penentuan ini yaitu menentukan cara-cara lain untuk terhentinya

perseroan.Misalnyaadacaraterhentimaatschapyangtidakdisebutkan

oleh Pasal1646,yaitu pembubaran maatschap oleh hakim,yang

dimaksudkanolehPasal1647KUHPer,danlagikalauadapersetujuan

baruantarasegenappesertauntukmenghentikanpersetujuanperseroan

semula.

Carayangtersebutke-2,diaturlebihlanjutolehPasal1648KUHPer,

sebagaiberikut:

Apabila yang dimaksudkan dalam maatschap ialah hanya

pemakaiansajadarisuatubarangdanhakmilikatasbarangitutetap

berada ditangan sipeserta yang memasukkan barang itu maka

maastchaptentuberhentikalaubarangnyamusnahterbakar.

Apabilayangdijanjikandimasukkandalam maastchapialahhak

miliknyaatasbarang,makaperbedaan,apakahbarangitusudahatau

belum dimasukkan.Kalau belum,maka maastchap terhentidengan

54JanusSidabalok,op.cit.,hlm.101-102
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musnahnyabarang.Kalausudah,makamaastchapmenderitakerugian

akibatdarimusnahnya barang,dan kerugian inimungkin sekalitelah

ditanggungdengansuatuasuransi.

Carayangtersebutke-3diaturlebihlanjutolehPasal1619dan

1650sebagaiberikut:

Kalau umurmaastchap tidak ditetapkan lebih dulu,maka tiap

pesertaberhakmenghentikanmaastchapsecaramemberitahukankepada

peserta-pesertalain(opzegging)tetapipenghentianiniharusdilakukan

secarajujurdantidakpadawaktu,yangtidaklayakmaastchapdihentikan

(ontijding).

Sebagaicontoh dariketiadaan kejujuran disebutkan peristiwa,

dalam manaseorangpesertayangmenghentikanitu,bermaksuduntuk

menikmatisendirisuatukeuntungan,yangsemulaolehsegenappeserta

diharapkanakandinikmatibersama.

Sebagaicontohdaripadawaktuyangtidaklayak(ontijdig)untuk

penghentianmaastchap,disebutkankeadaandalam manabarang-barang

kekayaanadalahbaruberkurang,tetapiadaharapankemudianbarang

tersebutakan bertambah,maka ada bainya terhentinya maastchap

ditangguhkandahulu.

Hak untuk menghentikan maastchap inidapatditiadakan pada

waktupembentukanmaastchap.Tetapikalauiniterjadi,masihadajalan

untukmenghabiskanperhubunganhukum yangtidakdiingini,denganjalan

mempergunakanPasal16478,yaitudarihukum dapatdimintasupaya
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membubarkanmaastchap,kalauadaalasansah(wettigeredden).Dan

sebagai contoh disebutkan: apabila peserta lain tidak memenuhi

kewajibanyangdijanjikan,atauapabilapesertalainolehkarenasakittidak

dapatmengurusmaastchapsebai-baiknya,danselanjutnyaditegaskan,

bahwahakimlahyangmenentukanketetapanataupentingnyadarialasan

yangdikemukakanuntukmembubarkanmaastchap.

DariduacontohdisebutkanolehPasal1647tadi,dapatdisimpulkan,

bahwa,pada umumnya sebagaialasan yang sah dapat dianggap

perbuatan-pernuatan daripeserta lain atau keadaan-keadaan,yang

mengakibatkankerjasamaantaraparapesertauntuktujuanmaastchap

adalahtidakmungkinlagiataumenjadikanamatsukar.55

Dalam halkematiansalahseorangpeserta,menurutPasal1651

dasar dijanjikan,bahwa,apabila seorang peserta meninggaldunia,

perseroan akan diteruskan dengan ahliwarisnya,atau diantara para

pesertalainnya.

Kalauterjadiperistiwayangbelakanganinidisebutkaninimenurut

Pasal1651ayat(2),paraahliwarisdarialmarhum pesertahanyadapat

minta pembagian kekayaan maastchap menurutkeadaan pada waktu

wafatnyasialmarhum itu,akantetapiapabilapadawaktuitumasihadahal

-halyang harusdilaksanakan,maka untung rugidaripelaksanaan itu

dinikmatiataudideritapulaolehparaahliwaris.

55 Muhjad, Muhammad Hadin. “Jabatan Notaris Dalam Perspektif Hukum
Administrasi”,dalamLambungMangkuratLaw Journal,Volume3Issue1,
March2018.
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Padaakhirnya,Pasal1652menentukan,kalausebagaiakibatdari

penghentian, kekayaan harus dibagi diantara para peserta, maka

berlakulahpasal-pasaldariBW mengenaipembagianboedel-warisandari

seorangyangmeninggaldunia(Pasal1066danseterusnya).

Pembagianiniyanglazimnyajugadinamakan“liquidate”,mungkin

sekali baru dapat dilaksanakan agak lama sesudah maastchap

dihentikan.emberesanPersekutuanPerdata(Maatschap)adalah:Dengan

berakhirnya persekutuan perdata harus dilakukan pemberesan segala

urusan; danEsensinya adalah penyelesaian hak dan kewajiban

persekutuan.

PembagianKekayaanMaatschapBilasetelahpembayaranutang

kekayaanmaaatschapmasihtersisamaka,kekayaanakandibagidiantara

mitramenurutketentuanperjanjianMaatshcap.Bilasebaliknyakekayaan

maatschaptidakcukupuntukmembayarsemuautangnya,makautang

tersebutakandibebankankepadatiap-tiapmitrasesuaidenganperjanjian

maatscap.Prosespenyelesaianbiasanyaakandilakukanolehlikuidator

(trustee)yang ditunjuk oleh para mitra.Apabila perjanjian pendirian

maatshcap tidakmengaturhaltersebutatauapabilaparamitratidak

setujuataspenunjukansatuataulebihdiantaramerekabertindakselaku

trustee,kemudianparamitrabertindakbersama-samasebagaitrustee

ataskekayaan.Denganpembubaran,setiapwewenangmitrasebelumnya

yang berkenaan dengan pengurusan maatscap dianggap dicabut,dan
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pengurusharusmenyerahkanlaporanperhitungankepengurusan.56

5. KemandirianNotarisdikaitkandenganPersekutuanPerdataNotaris

Sebagaimana dinyatakan oleh C.M.J Mostart,57yang pada tahun

1934menjadiNotarisdiRoermond(Belanda):

“Padatahun1686UrlikHubertelahberkatadalam bahasaBelanda

kuno,bahwaseorang Notarisadalahseorang yang jujur,yang pandai

membuatsegalatulisan,danditunjukolehseorangpejabatpublikuntuk

itu,dantiadaorangyangdiizinkanmemegangjabatanNotarismelainkan

orang-orangyangterkenal,sopan,danpandaisertaberpengalaman.”

SertapendapatdariMr.A.GLubbers:

“DibidangNotariatdiperlukansuatuketelitianyanglebihdaribiasa,

tanpaituseseorangdibidangnotariattidaklahpadatempatnya.”58

Keduapendapattersebutmenunjukkanbahwaterdapatketerkaitan

yangeratantarasifatkepribadiansertakemampuanseseorangdengan

kapabelitasnyauntukdapatdiangkatsebagaiseorangNotaris.Inisesuai

dengansalahsatukarakteristikjabatanNotarisyangdikemukakanHabib

Adjie,dimanaNotarisdiangkatdandiberhentikanolehpemerintah,tetapi

tidak berartimenjadibawahan (subordinasi)daripemerintah,dengan

demikiandalam menjalankantugasjabatannya,Notaris bersifatmandiri

(autonomous),tidakmemihaksiapapun(impartial),dantidaktergantung

56Ibid.
57DemikianpernyataandariC.M.J.Mostartdalam TanThongKie.StudiNotariat&

SerbaSerbiPraktekNotaris.Jakarta:PT.IchtiarBaruVanHoeve,Hlm.459.
58PendapatdariMr.A.GLubbersdalam TanThongKie.Ibid.Hlm.460.
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kepadasiapapun(independent).59

Karenatidakterdapatsubordinasidalam jabatan Notaris,maka

seorang Notaris tidak memiliki atasan yang akan meminta

pertanggungjawabanatashasilkerjanyasecaraberkala,danNotarisjuga

tidakmemilikibawahandimanadiadapatmendelegasikantugas-tugas

yangberkaitandenganjabatannyatersebut.

Sebagaimana pendapatdariE.Utrecht;karena diwakilipejabat,

jabatanituberjalan.Pihakyangmenjalankanhakdankewajibanyang

didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan

perantaraanpejabatnya.60

KemudianmenurutLogemann;jabatanadalahlingkunganpekerjaan

tetap yang digarisbatasidan yang disediakan untuk ditempatioleh

pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakilioleh

merekasebagaipribadi.Berdasarkanhukum tatanegara,jabatanlahyang

dibebanidengankewajiban,yangberwenanguntukmelakukanperbuatan

hukum.Hak dan kewajiban berjalan terus,tidak terpengaruh dengan

pergantianpejabat.61

BerdasarkanpendapatLogemanntersebut,dapatdifahamibahwa

jabatanNotarisadalahlingkunganpekerjaantetapyangdibatasidengan

ketentuanperundang-undangan,keberadaannyadikehendakiolehaturan

hukum denganmaksuduntukmembantudanmelayanimasyarakatyang

59Habib Adjie.2008.SanksiPerdata dan Administratif Terhadap Notaris.
Bandung:PT.RefikaAditama.Hlm.36.

60E.Utrechtdalam Ridwan.HR.2006.Hukum AdministrasiNegara.Jakarta:
PT.RajaGrafindoPersada.Hlm.79.

61Ibid.
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membutuhkanalatbuktitertulisyangbersifatotentikmengenaikeadaan,

peristiwa,atauperbuatanhukum.JabatanNotaristersebutmemilikihak,

kewajibandankewenanganyangtelahditentukanolehundang-undang.

Kewenangantersebutadalahkewenanganyangdiperolehdengancara

atribusi.62

Dalam profesihukum,menurutFranzMagnisSuseno,terdapatlima

kriteria nilaimoralyang kuatyang mendasarikepribadian profesional

hukum,yaitu;kejujuran,autentik(menghayatidanmenunjukkandirisesuai

dengankeasliannya/kepribadianyangsebenarnya),bertanggungjawab,

memilikikemandirian moral(tidak mudah terpengaruh),dan memiliki

keberanianmoral(kesetiaanterhadapsuatuhatinuraniyangmenyatakan

kesediaanuntukmenanggungresikokonflik).63

Kemandirian Notaris mengandung pula arti bahwa dalam

pelaksanaantugasjabatannyaseorangNotaristerbebasdariintervensi

ataupengaruhdaripihakmanapun.KarenaitulahmenurutHabibAdjie,

konsepkemandirian(independen)tersebutharuspuladiimbangidengan

konsepakuntabilitasyangmempersoalkanketerbukaan,menerimakritik

danpengawasandariluar,sertabertanggungjawabkepadapihakluaratas

hasilpekerjaannyatersebut.64

Selanjutnya mengenai perserikatan perdata, pengaturannya

62Ridwan.2006.HR.Hukum AdministrasiNegara.Jakarta:PT.Raja Grafindo
Persada.Hlm.38.

63Supriadi.2008.Etika&TanggungJawabProfesiHukum diIndonesia.Jakarta:
SinarGrafika.Hlm.17.

64Habib Adjie. MeneropongKhazanahNotarisdanPPAT.Bandung:PT.Citra
AdityaBakti.Hal31.
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ditemukandalam Pasal1618sampaidenganPasal1652KitabUndang-

UndangHukum Perdata.Menurutketentuanpasal1618KitabUndang-

UndangHukum Perdatayangdimaksuddenganperserikatan/persekutuan

perdataadalah:

Perjanjiandenganmanaduaorangataulebih mengikatkandiri

untukmemasukkansesuatukedalam persekutuan,denganmaksuduntuk

membagikeuntungan yang terjadikarenanya.Sesuatu yang dimaksud

disinidapatberartiuang,atau jasa,atau barang-barang lain,ataupun

kerajinanyangdimasukkankedalam perserikatan/persekutuansebagai

kontribusidarianggotaatautemanserikatyangbersangkutan.Kerajinan

yangdimaksudbisasajaberupatenaga,danatauketerampilan.Jadi,

dalam pendirian suatu perserikatan/persekutuan perdata,para teman

serikat/sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan

perserikatanperdatatersebut,yangdisebutinbreng(pemasukankedalam

perserikatan).

Pada umumnya perserikatan perdata merupakan kumpulan dari

orang-orangyangmemilikiprofesidantujuanyangsamadanberkeinginan

untukberhimpundenganmenggunakannamabersama,contohnyaadalah

perserikatanperdataAkuntan.

Pembentukan perserikatan perdata Notaris dimungkinkan oleh

Pasal20Undang-UndangNomor30Tahun2004tentangJabatanNotaris,

yangmengaturbahwa:

a. Notarisdapatmenjalankanjabatannyadalam bentukperserikatan
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perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan

ketidakberpihakandalam menjalankanjabatannya;

b. Bentukperserikatanperdatasebagaimanadimaksudpadaayat1

diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan perundang-

undangan;

c. Ketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratandalam menjalankan

jabatanNotarissebagaimanadimaksudpadaayat1diaturdalam

PeraturanMenteri.

Ini adalah suatu terobosan baru mengingat pengaturan ini

bertentangandenganapayangtelahdiaturdalam peraturanperundang-

undanganyangberlakusebelumnya,yaituReglementophetNotarisambt

inNedherlandsIndie/NotariesReglement(Stbl.1860No.3),atauyang

lebihkitakenalsebagaiPeraturanJabatanNotaris (PJN),dimanapada

Pasal12PJNtersebutdiatur:

ParaNotaris,dengandiancam akankehilanganjabatannya,tidak

diperkenankanmengadakanpersekutuandidalam menjalankanjabatan

mereka.Kemudian dengan Pasal20 ayat1 Undang-Undang Jabatan

Notaris,diberikanpeluangkepadaparaNotarisuntukdapatmenjalankan

jabatannyadalam bentukperserikatanperdata.Tujuannyaadalahuntuk

kemajuan dibidang kenotariatan dan untuk kepentingan pelayanan

terhadap masyarakat.Sebagaiupaya peningkatan pelayanan terhadap
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masyarakat.65

Kebolehan yang diberikan kepada para Notaris untuk dapat

menjalankanjabatannyadalam bentukperserikatanperdatajugadibebani

dengan kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan

ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya,dan dimungkinkan

mengingatjumlahNotarissaatinisudahmencapaipuluhanribu,sehingga

dipandangsebagaiupayaefisiensidanefektifitaskantorNotarisdalam

rangkapeningkatanpelayananjasahukum kepadamasyarakat.

Walaupun para Notaris dapatmenjalankan jabatannya dalam

bentuk perserikatan perdata,masing-masing Notaris yang tergabung

dalam perserikatan tetap bertindak untuk dirinya sendiri. Karena

perserikatanperdatayangdimaksudolehPasal20ayat1Undang-Undang

Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,sebagaimana dalam

penjelasanpasaltersebut,adalahKantorBersamaNotaris.Jadi,pada

dasarnyapembentukanperserikatanperdatatersebuthanyalahbertujuan

untukbersatudalam suatukantoryangsama.Dantidakberpengaruhpada

pelaksanaan tugas jabatannya. Apalagi kebolehan membentuk

perserikatanperdataini jugadibebanidengankewajibanuntuktetap

memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan

jabatan.

Kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan

65 Salim,MS.2008.Hukum Kontrak,Teori&TekriikPenyusunanKontrak.,Jakarta:
SinarGrafika.
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ketidakberpihakandalam menjalankanjabatanjugaterkaitdengansalah

satukewajibanyangdiaturdalam Pasal16ayat(1)hurufeUndang-

UndangJabatanNotaris,yaitukewajibanNotarisuntukmerahasiakanisi

akta-aktanya.Danmemenuhisalahsatuasasyang menjadipedoman

dalam menjalankan tugas jabatan Notaris,yaitu asas kepercayaan,

dimana jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus

selarasdenganmerekayangmenjalankantugasjabatanNotarissebagai

orangyangdapatdipercaya.Dansalahsatubentuknyaadalahkewajiban

Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang

dibuatnyadansegalaketeranganyangdiperolehgunapembuatanakta

sesuaidengansumpah/janjijabatan,kecualiundang-undangmenentukan

lain.

Olehkarenaitu,walaupunparaNotaristersebutsudahberserikat

dalam suatuperserikatanperdata,merekatetaptidakbolehmembukaisi

aktadanrahasiapenghadapyangdipercayakankepadanya,kepadateman

serikatlainnya.Dan Notaristetap bertindaksendiri-sendiridan hanya

bertanggungjawabatasaktayangdibuatolehnyaataudihadapannyasaja,

termasukterhadapsemuaprotokolyangdisimpannya.Jadi,apabilaterjadi

kesalahan ataupun tindakpidana darisalah seorang Notarisanggota

perserikatan,makatemanserikatlainnyatidakikutbertanggungjawab

atashaltersebut.

DimungkinkannyaNotarismenjalankanjabatannyadalam bentuk

perserikatan perdata,hendaknya juga memperhatikan aspek perilaku
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Notarisdalam menjalankanjabatannya.Tugasnyaharusdijalankan dan

didukungdengansegalailmuyangdimilikinya,sertadidasarinilaimoral

danetikaprofesiyangtinggi.Kepercayaanhanyaakandiperoleholeh

seorang Notaris apabila yang bersangkutan menjalankan jabatannya

secaraterusmenerussecarakonsekuensesuaiperilakudanmartabat

yangdiembannya.Disampingitu,keberadaanperserikatanperdataNotaris

dapatberjalandenganbaikapabiladilakukanpengawasan,olehMajelis

PengawasNotarisyang memilikifungsikontrol terhadap pelaksanaan

jabatanNotaris.

Dengan demikian,jika kewajiban untuk tetap memerhatikan

kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatan telah

dilakukanolehNotarisdenganbenar,makakebolehanbagiNotarisuntuk

melaksanakanjabatannyadalam bentukperserikatanperdatatidakakan

mempengaruhiatau mengurangisifatkemandirian dariNotaris akan

perjanjiandenganaktaotentik.66

6. PengertianKantor

PengertianKantorsecaraumum,MenurutMaryatiadalah“Unit

organisasiyangterdiriatastempat,stafpersonildanketatausahaanguna

membantupimpinan.”67MenurutSedarmayantipengertianKantoradalah

Tempat dilaksanakannya kegiatan menangani informasiProses

menanganiinformasi,mulaidarimenerima,mengumpulkan,mengolah,

66Ibid.
67Maryati.2008.ManajemenPerkantoranEfektif.Jakarta:UPPSTIM YKPN,hlm 2
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menyimpan,sampaimenyalurkan/mendistribusikaninformasi.68

Sebagaimana pengertian kantor yang dicantumkan

diatasbahwa kantoradalahtempatdilaksanakannya kegiataninformasi

maka untukmemperlancarkegiatan perkantoran,diperlukan penataan

arsip yang baik untuk bahan penilaian atau penyusunan program

pengembangan dariorganisasiyang bersangkutan. Haliniakan

terlaksana apabila perusahaan melakukan sistem kearsipan kantor

secaratepat.Untukmengenallebih jauh mengenaipengertian sistem

kearsipan, makaterlebihdahuluakandijelaskanmengenaipengertian

arsipdankearsipan.

Fungsikantordidefinisikansebagaipemberipelayanankomunikasi

dan perekaman. Dari definisi tersebut, Millsmemperluasfungsi

kantormenjadisebagaiberikut:

1. Menerimainformasi(toreceiveinformation)

Menerima informasi dalam bentuk surat,panggilan telepon,

pemesanan,faktur,danlaporanmengenaiberbagaikegiatanbisnis.

2. Merekam dan menyimpan data-data serta informasi(to record

information)

Tujuan pembuatan rekaman adalah menyiapkan informasi

sesegeramungkinapabila manajemen meminta informasi tersebut.

Beberapa rekap (record)diminta untuk disimpan menurut hukum

68Sedarmayanti, 2001.Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen
Perkantoran.Jakarta:CVMandarMaju,hlm 2.
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(sepertianggaran dasardananggaran rumah tangga suatu perseroan

terbatas), atau disimpan untukmemenuhi kebutuhan manajemen

dalam perencanaan dan pengendalianperusahaan seperti rincian

negosiasi, transaksi, operasi, korespondensi,pesanan, faktur, atau

ringkasan rincian sepertilaporan keuangan,laporanpersediaan,dan

analisispenjualan.

3. Mengaturinformasi(toarrangeinformation)

Kantorbertanggung jawab memberikan infomasidalam bentuk

terbaikdalam melayanimanajemen seperti,penyiapan faktur/kuitansi,

penetapanharga,akuntansi,laporan statistik,laporan keuangan,dan

laporanpadaumumnya.

4. Memberiinformasi(togiveinformation)

Bila manajemen meminta sejumlah informasiyang diperlukan,

kantormemberikan informasitersebut darirekaman yang tersedia.

Sebagianinformasiyangdiberikanbersifatrutin,sebagianbersifatkhusus.

Informasi-informasi tersebut diberikan baik secara lisan maupun

tulisan. Contoh informasitersebutadalah pesanan,anggaran,faktur,

laporanperkembangan,laporankeuangandaninstruksiyangdikeluarkan

atasperintahmanejemen.

5. Melindungiaset(tosafeguardassets)

Fungsickantoryang lainnya yaitu mengamatisecara cermat

berbagaikegiatan dalam perusahaan seperti diperlihatkan didalam
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rekaman danmengantisipasisegalahalyangtidakmenguntungkanyang

mungkinterjadi.Misalnya,melaporkanadanyakekuranganpersediaan,

melaporkanadanyasejumlahutangyangmungkintidakdibayarsaatjatuh

tempo,rekamanvitalsepertikontrak besar harus dilindungisecara

tepat,uang tunaiharusdisimpandalam lemaribesimaupundidalam

bank. Kantor harus berhati-hati terhadap makna rekaman. Dan

memperlihatkan dengan segera hal-halyang memerlukan tindakan

manajemen.69

Sedangkandalam PenjelasanPasal62UUJN,disebutkanbahwa

ProtokolNotaristerdiriatas:

a. MinutaAkta;

MinutaaktaadalahasliaktaNotaris,dimanadidalam minutaakta

initerdiridari(dilekatkan)data-datadiriparapenghadapdandokumenlain

yangdiperlukanuntukpembuatanaktatersebut.Setiapbulannyaminuta

aktaharusselaludijilidmenjadisatubukuyangmemuattidaklebihdari50

akta.Padasampulsetiapbukutersebutdicatatjumlahminutaakta,bulan

dantahunpembuatannya.

b. BukudaftaraktaatauRepertorium;

Dalam Repertorium ini,setiaphariNotarismencatatsemuaakta

yang dibuatoleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta

maupun Originalidengan mencantumkan nomorurut,nomorbulanan,

tanggal,sifataktadannamaparapenghadap.

69HabibAdjie.,Op.Cit.
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c. Buku daftarakta dibawah tangan yang penandatanganannya

dilakukan dihadapan Notarisatau akta dibawah tangan yang

didaftar;

Notariswajib mencatatsurat-suratdibawah tangan,baikyang

disahkanmaupunyangdibukukandenganmencantumkannomorurut,

tanggal,sifatsuratdannamasemuapihak.

d. BukudaftarnamapenghadapatauKlapper;

NotariswajibmembuatdaftarKlapperyangdisusunmenurutabjad

dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua

orang/pihakyangmenghadap,sifatdannomorakta.

e. Bukudaftarprotes;

SetiapbulanNotarismenyampaikanDaftarAktaProtesdanapabila

tidakada,makatetapwajibdibuatdengantulisan“NIHIL”.

f. Bukudaftarwasiat;dan

Notariswajib mencatatakta-akta wasiatyang dibuatnya dalam

Buku DaftarWasiat.Selain itu,paling lambatpada tanggal5 setiap

bulannya,Notariswajib membuatdan melaporkan daftarwasiatatas

wasiat-wasiatyang dibuatpada bulan sebelumnya.Apabila tidakada

wasiatyangdibuat,makaBukuDaftarWasiattetapharusdibuatdan

dilaporkandengantulisan“NIHIL”.

g. BukudaftarlainyangharusdisimpanolehNotaris.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah

satunyaadalahBukuDaftarPerseroanTerbatas,yangmencatatkapan
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Pendiriannya dan dengan akta nomordan tanggalberapa,Perubahan

AnggaranDasaratauPerubahansusunananggotaDireksi,anggotaDewan

KomisarisatauPemegangSahamnya.

DisampingBukuDaftaryangtermasukdalam ProtokolNotaris

yangtelahdisebutkandiatas,seorangNotarisyangbaikseyogyanya

mengadministrasikan dan membuattata kearsipan terhadap hal-hal

sebagaiberikut:

1. BukuDaftarAktaHarian;

2. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid

menjadiBukusetiapbulannya;

3. FileArsipWarkahAkta;

4. File Arsip yang berisikan copy SuratDiBawah Tangan Yang

Disahkan;FileArsipyangberisikancopySuratDiBawahTangan

YangDibukukan

2. FileArsipyangberisikancopyDaftarProtes;

3. FileArsipCopyCollatione(yaitucopydarisuratdibawahtangan

berupa salinan yang memuaturaian sebagaimana ditulis dan

digambarkandalam suratyangbersangkutan);

4. File Arsip Laporan Bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas

Daerah(MPD)yangdilampiridengantandaterimadariMPD;

5. FileArsipyangberisikanLaporanWasiatkepadaDirekturPerdata

cqBalaiHartaPeninggalanSubDirektoratWasiat;

6. FileArsipyangberisikantandaterimasalinanAkta;
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7. BukuSuratMasukdanSuratKeluarNotaris;

8. FileArsipSuratMasukNotaris;

9.FileArsipcopySuratKeluarNotaris;

10.BukuDaftartentangBadanHukum SosialdanBadanUsahayang

bukan badan hukum yang dibuat dikantornya.Setiap bulan,

selambat-lambatnya tanggal15 Notaris wajib menyampaikan

secaratertulissalinanyangtelahdisahkannyadaridaftarAktadan

daftarlain yang dibuatpadabulan sebelumnyakepadaMajelis

PengawasDaerah(LaporanBulanan).70

F. MetodePenelitian

1. JenisPenelitian

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja

yang khassuigeneris.71Penelitian ini merupakanpenelitian hukum

(penelitian yuridis)yangmemilikisuatu metodeyang berbeda dengan

penelitianlainnya.

70SovyediAndasasmita,SH.SpN.,padaacaraPelatihanPemahamanMateridan
TeknisPelaksanaanOperasionalisasiSistim AdministrasiBadanHukum danMateriLain
YangBerkaitandenganTugasdanJabatanNotarisyangdiselenggarakanolehPengurus
PusatIkatan Notaris Indonesia (PP-INI)bekerja sama dengan DirektoratJenderal
AdministrasiHukum Umum KementerianHukum danHAM RIdiBalaiSidangJakarta
ConventionCentre,padatanggal26-27April2011

71PeterMahmudMarzuki.2005.PenelitianHukum .Jakarta:KencanaPrenada
MediaGroup,hlm.23.
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Dalam halinipenulis menggunakan jenis penelitian hukum

normatifadalahterletakpadapemecahanproblem ataumasalahhukum,

yangmenghasilkanpendapathukum merupakanpenelitianhukum yang

dilakukandengancaramenelitidanmenggunakanbahanhukum yaitu

bahanhukum primer,bahanhukum sekunderbahanhukum tersieryang

didapatdaripenelitiankepustakaan(libraryresearch).

2. TipePenelitian

Tipepenelitianyangdigunakandalam penulisan hukum inidalam

penelitian iniakan digunakanmetodepenelitianlibraryresearchatau

penelitiankepustakaan.Mengenaipenelitiansemacam inilazimnyajuga

disebut “Legal Research”atau“Legal Research Instruction”,72yaitu

Penelitian hukum semacam initidak mengenalpenelitian lapangan

(field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum

sehingga dapatdikatakansebagailibrarybased,focusingonreadingand

analysisoftheprimaryandsecondarymaterials.

Pelaksanaan penelitian hukum secara normatifinisecara garis

besarakanditujukankepadapenelitianterhadapasas-asashukum,seperti

misalnyapenelitianterhadaphukum positif yangtertulisataupenelitian

terhadapkaidah-kaidahhokum yanghidupdalam masyarakat.Kemudian

juga dapat melakukan pelaksanaan terhadap perbandingan hukum.

Penekanannyadenganmencaripersamaan-persamaanatauperbedaan

72Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2006. Penelitian Hukum Normatif
TinjauanSingkat.Jakarata:RajawaliPers,hlm.23.
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perbedaanpadaberbagaisistem hukum.

Penelitianhukum normatifadalahpenelitianhukum yangmeletakan

hukum sebagaisebuah bangunan sistem norma.Sistem norma yang

dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari

peraturan perundang-undangan,putusan pengadilan,perjanjian serta

doktrin(ajaran).73

3. SifatPenelitian

Penelitianinibersifat preskriptifanalitis74 yaitupenelitianyang

bersifatsecara ilmiah dengan suatu metode yang bertujuan untuk

mempelajarisatuataubeberapagejaladenganjalanmenganalisanyadan

dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

tersebutuntuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah-

masalahyangditimbulkanolehfaktatersebut.

4. PendekatanPenelitian

Penelitianinimenggunakanpendekatanperundang-undangan(the

statute approach)adalah pendekatan yang menelaah semua undang-

undangdanregulasiyangbersangkutpautdenganisu yang sedang

ditangani. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan

dengan menggunakan legislasidan regulasi.Dalam pendekatan ini,

penelitiperlu memahamihirarkhidan asas-asas dalam peraturan

perundang-undangan.Penelititidak hanya melihat bentukperaturan,

73MuktiFajarNDdanYuliantoAchmad,2015,DualismePenelitianHukum
Normatif&Empiris,Yogyakarta:PustakaPelajar,hlm.34
74PeterMahmudMarzuki,op.cit,hlm 22
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namun juga menelaah materi muatannya. Peneliti juga perlu

mempelajaridasarontologislahirnyaundang-undang,landasanfilosofis

dariundang-undang,danratiolegisdariketentuan undang-undang.75

Penelitianinijugamenggunakanpendekatankonsep(conceptual

approach)yaitumanakalapenelitiberanjakdaripandangan-pandangan

dandoktrin-doktrinyangberkembangdidalam ilmuhukum,76dandengan

demikian maka penelitiakan menemukan ide-ide yang melahirkan

pengertian-pengertian hukum,konsep-konsep hukum,dan asas-asas

hukum yangrelevandenganisuyangdihadapi.

Kegiatanpenelitianinijugamencakupmasalah–masalahhukum

dalam praktekpembentukanhukum,penegakanhukum danpenemuan

hukum,sertamenganalisiskaidahhukum tertentuyaituUndang–Undang

Nomor2Tahun2014TentangPerubahanAtasUndang–UndangNomor

30Tahun2004TentangJabatanNotaris

5. JenisBahanHukum

Jenis bahan hukum yang digunakan sebagaisumberbahan

hukum dalam penulisaniniadalah:

6. Bahanhukum primer,yaitu:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor

Indonesie);

b. KitabUndang-UndangHukum Dagang(WetboekvanKoophandel

75Ibid,hlm.93-102.
76Ibid,hlm.95
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voorIndonesie);

c. Undang-UndangNomor2Tahun2014terhadapPerubahanUndang-

UndangNomor30tahun2004TentangJabatanNotaris(Lembaran

Negara Republik Tahun 2014 Nomor3,Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonnesiaNomor5491)

d. PeraturanMenteriHukum danHAM RINomor:M.HH.01.AH.02.12

Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris

Dalam BentukPerserikatanPerdata.

7. Bahanhukum sekunder,yaitu:

bahanyangdiperolehdaribuku-buku,majalah,koran,situsinternet,

pendapatsertapandangandariberbagaipihakyangdigunakandalam

penelitianini.

8. Bahanhukum tersier,yaitu:

berupaKamusBesarBahasaIndonesia.

9. TeknikPengumpulanbahanhukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan studi

kepustakaan,yaitudenganmenelitiperaturanperundang-undangandan

literatur-literaturdengan menginventarisirbuku-buku yang mempunyai

keterkaitandenganpermasalahanyangakandibahasdalam penelitianini.

10. PengolahandanAnalisisBahanHukum

Setelah semua bahan hukum primer,sekunder dan tersier

terkumpulmakakemudiandilakukanpengolahanbahanhukum dengan
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membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan,

kemudiandisusunsedemikianrupauntukmenjawabisuhukum yangtelah

dirumuskan.

Setelahsemuabahanhukum diolah,penulismenganalisisbahan

hukum tersebutsecarakualitatifdengan pendekatan kasus(thecase

approach),pendekatankasusadalahpendekatanyangdilakukandengan

caramelakukantelaahterhadapkasus-kasusyangberkaitandenganisu

yang dihadapiyang telah menjadiputusan pengadilan yang telah

mempunyaikekuatanhukum yangtetap.

G. SistematikaPenulisan

Untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian serta

pembahasanmengenaiisidanmateridalam penyusunantesisini,maka

masing-masingisidanmaterinyatersebutdibagi-bagikedalam beberapa

bab,yangmanamasing-masingbabnyaterdiriatasbeberapasubbab,

yangpadaprinsipnyadapatdigambarkansebagaiberikut:

PadaBabImerupakanPendahuluan,yangberisikanlatarbelakang

masalah,rumusan permasalahan,tujuan dan kegunaan penelitian,

keaslianpenelitian,tinjauanpustaka,metodepenelitian,sertasistematika

penelitian

BabIImerupakanelaborasimasalahpertamadalam penelitian

tesis ini, yaitu yang berkaitan dengan Asas Kemandirian Dalam

PelaksanaanKantorBersamaPersekutuanPerdataNotaris(Maatschap).
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BabIIImerupakanelaborasidarimasalahkeduadalam penelitian

tesisiniyangberkaitandenganProsedurhukum yangditempuhapabila

terjadisengketaataupembubaranantararekannotarisyangtergabung

dalam suatupersekutuanperdata(maatschap).

Kemudian pada Bab IV merupakan Penutup,yang berisikan

Kesimpulanterhadapapayangtelahdiuraikandalam bab-babsebelumnya

danSaranterhadapapayangtelahdiuraikantersebut.
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BABII

PENERAPANASASKEMANDIRIANDALAM PELAKSANAANKANTOR

BERSAMAPERSEKUTUANPERDATA

(MAATSCHAP)NOTARIS

A. AsasKemandirianNotarisDalam Undang-UndangJabatanNotaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap

profesionaldengan dilandasikepribadian yang luhurdan senantiasa

melaksanakan tugasnya sesuaiperaturan perundangundangan yang

berlakusekaligusmenjunjungtinggikodeetikprofesiNotarissebagai

rambuyangharusditaati,Notarisperlumemperhatikanapayangdisebut

sebagaiperilakuprofesiyangmemilikiunsur-unsur,memilikiintegeritas

moralyang mantap,harus jujurterhadap klien maupun dirisendiri

(kejujuranintelektual),sadarakanbatas-bataskewenangannya,dantidak

sematamataberdasarkanpertimbanganuang.77

TugasNotarisadalahmemberikanpelayananberupajasabagi

masyarakatyangberniatuntukmembuatalatpembuktianyangbersifat

otentik.Pemberian Pelayanan disinijangan diartikan sempit,sebagai

“membuatakta”saja.Artinya Pelayanan harus diartikan menyangkut

aspek holistik dan menyeluruh darimulaikemudahan masyarakat

mendapatkaninformasi,menghubungiNotaris,datangketempatNotaris

yangmampuberdirisendiri,fasilitaskantorNotaris,keramahanNotaris

77Yunirman Rijan,Artikel“Hampir10 Tahun Maatschap Notaris Tidak Ada
Gunanya”,MediaNotaris,6Januari2014,diaksespadatanggal5Desember2018
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beserta pegawainya,dan lain sebagainya. Pembuatan akta hanya

sebagiandariaktivitasyangdisebutpelayanan.

Inimengandung korelasidengan banyaknya/membeludaknya

jumlahNotarisdiIndonesiapadasaatini,sehinggatidakdapatdipungkiri

menimbulkan adanya persaingan diantara para Notaris. Namun,

persaingan tersebutjanganlah selalu dipandang dariseginegatifnya,

melainkan harus menjadi ‘cambuk’ bagi setiap Notaris untuk

meningkatkanpelayanannya.PerludiingatbahwaPelayanandalam dunia

kenotariatantidakbisadisamakandenganpelayananpadaduniabisnis

biasa.Dalam halpelayanan dalam dunia kenotariatan harus tetap

mengacudanpatuhpadaKodeEtikNotarisyangtelahdisahkandan

disepakatidalam Undang-UndangNomor30Tahun2004tentangJabatan

Notaris(selanjutnyadisebutdenganUUJN),sehinggaseorang Notaris

yangmemberikanpelayanankepadakliennyatidakbolehmengorbankan

keluhurandanmartabatNotarissebagaipejabatumum.

Kemandirian Notaris mengandung pula arti bahwa dalam

pelaksanaantugasjabatannyaseorangNotaristerbebasdariintervensi

ataupengaruhdaripihakmanapun.KarenaitulahmenurutHabibAdjie,

konsepkemandirian(independen)tersebutharuspuladiimbangidengan

konsepakuntabilitasyangmempersoalkanketerbukaan,menerimakritik

danpengawasandariluar,sertabertanggungjawabkepadapihakluaratas

hasilpekerjaannyatersebut.78

78Habib Adjie.2011.Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT.Bandung:
PT.CitraAdityaBakti.hlm.31.
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Notarissebagaipejabatumum yangmenjalankanjabatannyadalam

memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan

perlindungandanjaminandemitercapainyakepastianhukum. UUJN-

Perubahan,jugasenantiasaberusahamemberikanperlindunganmelalui

salah satu perubahan dengan memberikan pada Notaris kesempatan

bergabung dan bersekutu dalam menjalankan tugas jabatannya.

BersekutuyangdijalankanNotarispadaUUJNkhususnyaPasal20ayat(1)

mengaturbahwaNotarisdapatmenjalankanjabatannyadalam bentuk

PerserikatanPerdata.PadaPasal20ayat(1)UUJN-P dirubahmenjadi

Notarisdapatmenjalankanjabatannyadalam bentukPersekutuanPerdata.

HaliniadakemungkinankarenajumlahNotarismakinbanyakyang

selamainimenjalankantugasjabatannyasendirisaja(tanpabersekutu

ataubersekutu)makadiberipeluangsecarahukum untukbersekutuatau

bersekutu dengan tetap memperhatikan kemandirian dan

ketidakberpihakandalam menjalankanjabatannya.79

Denganperubahandaribentukperserikatanperdatamenjadibentuk

persekutuan perdata, dikarenakan tidak ada penjelasan apapun

tentangpengertian persekutuan, maka Habib Adjie memberikan

pandangan untuk memahamiPersekutuan atau Persekutuan Perdata

secara umum,perlu dilihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata)danKitabUndang-UndangHukum Dagang(KUHD).Karena

dalam persekutuaninidapatdiartikanseorangNotarisdapatbergabung

79HabibAdjie,PenafsiranTematik.,op.cit.,hlm.144
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dengan beberapa Notaris membentuk satu badan usaha dan

mengelolanyasecarabersama-samasecaraterusmenerusdanbertujuan

mencarikeuntungandaribadanusahatersebut.Dalamsetiapusahauntuk

merealisasikan tujuan pembangunan,maka sistem hukum itu dapat

memainkanperanansebagaipendukungdanpenunjangnya.

Suatusistem hukum yangtidakefektiftentunyaakanmenghambat

terealisasikannya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat

dikatakan efektifbila perilaku-perilaku manusia didalam masyarakat

sesuaiapayangtelahditentukandidalam aturan-aturanhukum yang

berlaku. Untuk meninjau efektivitas Pasal20 mengenaiperserikatan

perdata Notarisdalam UUJN dan persekutuan perdata Notarisdalam

UUJN-Perubahan maka penulis menganalisis ketentuan perserikatan

perdataNotarisdanketentuanpersekutuanperdataNotarismenurutKitab

UndangUndangHukum Perdata,UUJNmaupunUUJN-Perubahan.

PersekutuanPerdata,PersekutuanFirma,PersekutuanKomanditer

(CV),perkumpulandalam pengertianini,dapatdibedakan2(dua)bentuk,

yaitu:a.Perkumpulandalam artiluasadalahperkumpulanyangtidak

memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan

perkumpulanjenislain.

Prosedur terbentuknya perkumpulan ini,terjadi dari beberapa

peristiwadanperbuatan,yaitu:

1. Adanya beberapa orang yang sama-sama memilikikepentingan

terhadapsesuatu;
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2. Beberapaorangtersebutberkehendak(sepakat)untukmendirikan

perkumpulan;

3. Memilikitujuantertentudalam mendirikanperkumpulan;

4. Untukmelaksanakan tujuan bersama tersebut dengan cara

mengadakankerjasamapadakoridorperkumpulanyangdibentuk.

Perkumpulan dalam artiluas inidibentuk untuk menjalankan

Perusahaan. Perusahaan ini sebagai bentuk usaha untuk

mewujudkan tujuan bersama dari perkumpulan yaitu untuk

memperolehKeuntunganatauLababersama.

Bentukperkumpulaninidapatberupabadanhukum maupunbukan

badanhukum yangsama-samamenjalankanPerusahaan.Adapunbentuk-

bentukperkumpulantersebutadalah:

1. Perkumpulanyangtidakberbadanhukum,yaitu:

a.PersekutuanPerdata

b.PersekutuanFirma

c.PersekutuanKomanditer

2. Perkumpulanyangberbadanhukum,yaitu:

a.PerseroanTerbatas

b.Koperasi

c.Yayasan

d.Perkumpulansalingmenanggung

Jadiperkumpulandalam artiluasini,bentukdasardarisemua

bentukPersekutuanPerdata(Maatschap Vennootschap).Perkumpulan
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dalam artisempitadalahperkumpulanyangbukanmenjadibentukdasar

daripersekutuandansebagainya,yangberdirisendiridanterpisahdari

bentuk lainnya serta diatur dalam perundangundangan tersendiri.

Perkumpulandalam artisempitinitidakberorientasipadatujuanutama

berupa keuntungan atau laba serta tidak menjalankan perusahaan.

Perkumpulaninidisebutdenganistilahvereniging,yangmerupakanawal

terbentuknyaPerserikatanPerdata(Burgelijkvennootschap).

Persamaan dari kedua bentuk Perkumpulan ini, adalah

masingmasingmemilikiataumengandungunsur-unsuryangsamadalam

pembentukannya,unsur-unsurtersebut,yaitu:

1. KepentinganBersama;

2. KehendakBersama;

3. TujuanBersama;dan

4. KerjasamaPerserikatanberartisuatuperkumpulanorang-orang

yang sama kepentingan yang tidak menjalankan perusahaan

tertentu.

Orang-orangyangmengurusperkumpulantersebutdisebutsebagai

Anggota.Perserikatanperdatamasukdalam lapanganhukum perdata

umum,tidak masuk dalam kajian hukum Bisnis (hukum Ekonomi).

SehinggayangdijadikandasarPerserikatanPerdatainiadalahPasal1618

KitabUndang-UndangHukum Perdata.

Dalam perserikatan perdata juga mengandung 2 (dua) unsur

Pemasukan (inbreng) dan bertujuan memperoleh keuntungan
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bersama.Hanyasajakeuntunganyangadadalam PerserikatanPerdata

tidak sebatas berupa uang tetapi lebih pada kemanfaatan yang

terkandung sebagai keuntungan. Demikian juga terhadap unsur

pemasukan (inbreng),pada perserikatan perdata pun diwajibkan bagi

anggotaperserikatanuntukmelakukanpemasukan(inbreng)kedalam

perserikatan,yang bisa berupa Uang,Barang dan atau Keahlian

(tenaga/kerajinan),sepertiyangdisyaratkanpadaPasal1619ayat(2)

KitabUndang-UndangHukum Perdata.

Pasal20 UUJN mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan

jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap

memperhatikankemandiriandanketidakberpihakandalam menjalankan

jabatannya,bentukperserikatanperdatasebagaimanadimaksuddiatur

olehparaNotarisdenganperjanjianyangdibuatolehparaNotarisyang

tergabungdidalam perserikatanperdataberdasarkanketentuanperaturan

perundang-undangan,danketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratan

dalam menjalankanjabatanNotarisdalam bentukperserikatanperdata

diaturdalam PeraturanMenteri.SebagaiperaturanpelaksanadariPasal

20UUJN,ditetapkanlahPeraturanMenteriHukum danHakAsasiManusia

RepublikIndonesiaNomorM.HH.01.AH.02.12.TAHUN2010padatanggal8

Februari2010yangmemberikankepastianhukum danlandasanbagipara

NotarisdiIndonesiadalam mendirikanperserikatanperdata.

Kebijakanbaruyangsemulahanyaberupapemikirandanwacana

untukNotarisadalahketentuansebagaimanatercantum dalam Pasal20
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UUJN yangmenetapkanbahwa,Notarisdapatmenjalankanjabatannya

dalam bentuk Perserikatan Perdata dengan tetap memperhatikan

kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

Dalam halinimaknakemandirianNotarisadalahsebagaiseorangPejabat

Umum.SebagaiPejabatUmum,Notaris harus Independen. Istilah

independen inisering disama artikan dengan Mandiri.Dalam konsep

Manajemen bahwa penerapan istilah Mandiriberartiinstitusiyang

bersangkutansecaramanajerialdapatberdirisendiritanpatergantung

kepadaatasannya,tetapisecarainstitusionaltetaptergantungkepada

pada atasannya (depend on). Sedangkan Independen baik secara

manajerialmaupun institusionaltidak tergantung kepada atasannya

ataupunkepadapihaklainnya.

Dalam independensiiniada3(tiga)bentuk,yaitu:1.Structural

Independen,yaituindependensecarakelembagaan(institusional)yang

dalam baganstruktur(organigram)terpisahdengantegasdariinstitusi

lain.Dalam halinimeskipun Notarisdiangkatdan diberhentikan oleh

MenteriKehakiman (MenteriHukum dan HakAsasiManusia),secara

kelembagaantidakberartimenjadibawahanMenteriKehakiman(Menteri

Hukum danHakAsasiManusia)atauberadadalam strukturDepartemen

Hukum danHAM RI.Pasal2UUJN-PmenentukanbahwaNotarisdiangkat

dandiberhentikanolehPemerintah,yangdimaksudPemerintahdalam hal

iniadalahmenteriyangmembidangihukum Pasal1ayat(14)UUJN-P.

Notarismeskipunsecaraadministratifdiangkatdandiberhentikan
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oleh pemerintah,tidak berartimenjadisubordinasi(bawahan) yang

mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam

menjalankantugasjabatannya:

a. Bersifatmandiri(autonomous);

b. Tidakmemihaksiapapun(impartial);

c. Tidak tergantung kepada siapapun (independent),yang berarti

dalam menjalankantugasjabatannyatidakdapatdicampurioleh

pihakyangmengangkatnyaatauolehpihaklain.

Ketentuan independensi ini, bahkan diatur tersendiri dalam

kewajibanNotarisyang dijabarkanPasal16 ayat(1)hurufaUUJN-P

sebagaiberikut:Dalam menjalankanjabatannya,Notarisberkewajiban:

bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

kepentinganpihakyangterkaitdalam perbuatanhukum.

Dilihatdariprinsip-prinsip Independensitersebut,yang harus

diperhatikanNotaristidakhanyamemilikihubunganstructuralindependen

denganKementrianHukum danHAM yangmengangkatNotaris,tetapi

juga functionalindependen antarsesama teman sejawatNotaris dan

financialindependendalam pengelolaankeuangan.HubunganStructural

Independen terjadiketika Notaris diangkat dan diberhentikan oleh

pemerintahyangdalam haliniadalahKemenkumham.

FunctionalIndependent dijalankan dalam bertindak atas nama

jabatan.Pasal16 ayat(1)huruffUUJN-P (1)Dalam menjalankan

jabatannya,Notariswajib:f.merahasiakansegalasesuatumengenaiakta
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yangdibuatnyadan segalaketeranganyangdiperolehgunapembuatan

akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang

menentukanlain.

KewajibaniniakantetapditerapkanmeskipunNotarisbergabung

dalam persekutuanperdata.Dalam praktekbukantidakmungkinantar

temansejawatmengetahuikepentinganparapihakkarenaberadadalam

persekutuan perdata Notaris,akan tetapikewajiban untuk menjaga

kerahasiaanaktainiharustetapditegakkan.Bahkandalam penjelasan

Pasal16ayat(1)huruffUUJN-P diterangkanbahwakewajibanuntuk

merahasiakansegalasesuatuyangberhubungandenganaktadansurat

suratlainnyaadalahuntukmelindungikepentingansemuapihakyang

terkaitdenganaktatersebut.

Dengandemikian,dalam konteksfilosofis,makarahasiajabatan

merupakanbagiandariinstrumenperlindunganhakpribadiparapihak

yangterkaitdenganaktayangdibuatolehNotaris,sehinggatidakdapat

direduksimenjadiinstrumen untuk semat-mata melindungiNotaris.

Mengenaikewajiban merahasiakan inimembuatjabatan Notaris ini

menjadisatubentukjabatankepercayaan.PelaksanaanNotarissebagai

jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau

mengucapkanjanji(berdasarkanagamamasing-masing)sebagaiNotaris.

Sumpah atau janjisebagaiNotaris mengandung makna yang sangat

dalam yangharusdijalankandanmengikatselamamenjalankantugas

jabatansebagaiNotaris.
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Mengenaisumpah/janjiNotarisditegaskandidalam Pasal4ayat(2)

UUJN-P.Dalam prinsipfunctionalindependenini,Notarisjugamemiliki

kewajibanuntukmembuatalatbuktiyangdiinginkanolehsubyekhukum

sebagaipenghadap untuk suatu tindakan hukum para pihak yang

menghadap secara mandiri,dalam artian tanpa melibatkan teman

sejawatnyadalam bentukaktaNotaris.

Meskipun Notaris bergabung dalam satu persekutuan,namun

hanyaadanyasatutandatanganNotarisdalam satuakta.Notarisyang

bergabungdalam satupersekutuan,hanyaNotarisyangmembuatakta

yang membubuhkan tanda tangan pada akta.Baik pada Minuta dan

Salinan,mulaidariawalaktahinggaakhirakta.Tandatangantersebut

bisajadihanyasoaladministrasisaja,namuntemansejawatNotaristidak

dapatmempengaruhiterhadapwewenangsejawatNotaris.

Apalagi,apabilaadaaturanpersekutuanyangmengikatdanharus

dipatuhiolehmasing-masingNotarisdipersekutuantersebut,tidakboleh

mempengaruhikewenanganNotaris.Tidakkalahpenting,Notarisjuga

terikatdalam halfinancialindependent,adaduahalyangdapatdigaris

bawahimengenaihalini.Pertama,dalam melaksanakanjabatanNotaris

memangberhakmendapatkanhonor.

BerdasarkanprinsipiniNotarisdilarangmendapatkanpendapatan

daripihaklaindiluardariapayangiaperolehdarimelaksanakanJabatan.

Haliniberbedadenganketentuanunsur-unsurdalam persekutuanperdata.

Karenasebagaimanaprinsipdalam suatupersekutuanperdataadalah
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membagikeuntungan bersama,masing-masing Notaris yang menjadi

anggota persekutuan perdata Notaris berdirisendiridalam menerima

honorarium.

B. KantorBersamaNotarisDalam PersekutuanPerdata

Sebelum diberlakukannyaPeraturanMenteriHukum danHakAsasi

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12.TAHUN2010,

perserikatanperdataNotarislayaknyahanyawacanayangtidakpernah

terlaksana.Menurutpenjelasannya,yangdimaksuddenganPerserikatan

Perdata dalam ketentuan Pasal20 tersebut,adalah “KantorBersama

Notaris”.KantorBersamaNotarisdapatdiartikanbeberapaorangNotaris

bergabungdalam sebuahperserikatanuntukbersama-samamenjalankan

tugasjabatanNotarisdalam satukantorNotarisdenganmemakainama

salahseorangserikatnyasebagaiidentitasKantorBersamatersebut.80

Maatschap Notaris sudah merupakan praktek yang lazim di

Belanda.BahkanhampirsetengahdarijumlahNotarisyangadadisana

sudah berserikat.81Manfaatpendirian Maatschap Notaris bagiNotaris

adalah:

1.Dapatmemberikanpeningkatanmutudarijasanotaris

yang membentuk Maatschaptersebut.Dikota besar

sepertiSurabayamisalnya,diperlukansuatukeahlian

untuk menangani masalah-masalah tertentu.

Sedangkan terkadang, kemampuan dari seorang

80HabibAdjie.,ibid.
81https://irmadevita.com/2009/maastchap-notaris/diaksestanggal30Desember
2018
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Notaristerbatas.Misalnya:adaNotarisyangmemiliki

keahliandibidangPerusahaan,adayangahlidibidang

Koperasi dan Yayasan,ada yang ahli di bidang

Pertanahandll.

2.Mengurangi beban biaya operasional kantor/sewa

kantor. Tidak bisa dipungkiri, bahwa dengan

berkumpulnya beberapa Notaris dalam satu kantor,

makaakanterjadipenghematanbiayasetidaknyauntuk

masalahfixcostsepertisewaruangan/bangunan,biaya

listrik,air,telephonedansebagainya.

3.Meningkatkan kualitas/kemampuan (skill)daripara

Notarisyangberserikat.Halinimisalnya:untuknotaries

yangmemilikikeahliandibidangPasarModal,dapat

membagikanpengetahuandanpengalamannyakepada

temanserikatnya,ataumerekadapatbersama-sama

menanganiklienPasarModalyangsedangdikerjakan

olehNotarisyangbersangkutan,dimanaNotarisyang

memilikikeahlian dibidang tersebutakan bertindak

selaku Leader.Dengan demikian,Notaris lain yang

belum berpengalamandibidangPasarModalmenjadi

mengertimengenaiselukbelukPasarModal.

ManfaatpendirianMaatschapNotarisbagiKlien/Konsumen

adalah:
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1. Membantudanmemudahkanpengurusanpembuatan

akta dan pengurusan dokumen lain. Dengan

berkumpulnya beberapa Notaris ke dalam suatu

Maatschap,makatentusajakliendarimasing-masing

Notarisbisamendapatpelayanandarisatupintusaja.

SehinggabisamemperluasjaringandariNotarisyang

adadalam Persekutuantersebut.

2. Memudahkandalam halalternatifpilihannotaris.Para

klien dapatmenentukan atau memilih notaris yang

ditunjuksesuaidengankeyakinannya,tentunyadengan

kualitas yang setara dan biaya/fee notaris yang

terjangkaubagimereka.

3. Akses kemudahan Masyarakat/Klien berkonsultasi

dengan Notaris.Pada umumnya, sebelum

Masyarakat/Klien meminta dibuatkan akta kepada

Notaris, terlebih dahulu mereka memilih untuk

berkonsultasi kepada Notaris tersebut. Setelah

konsultasi, barulah Masyarakat/Klien, memutuskan

apakahiaakanmemakaijasaNotaristersebutatau

tidak.82

KantorBersamaNotarisyangdimaksuddidalam Undang-Undang

JabatanNotarisbukanlahperserikatanperdatayangdimaksudolehKitab

82HabibAdjie.2009.SanksiPerdatadanAdministratifTerhadapNotarisSebagaiPejabat
Publik.Bandung:PT.RefikaAditama.V,hlm.62.
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Undang-UndangHukum Perdatayangmanadibentukuntukmenjalankan

usaha yang dijalankan secara bersama-sama,dan ada pembagian

keuntungan.Dengan demikian unsur kerjasama sangat ditonjolkan,

dengandemikiananggotaperserikatanharusaktifdidalam menjalankan

usahaperserikatanperdata.

Bentuk maatschap dalamKitab Undang-Undang Hukum Perdata

merupakansuatubentukdimanaparaperseromelakukankerjasama.

Persekutuan dalam haliniartinya persatuan orang-orang yang sama

kepentingannyaterhadapsuatuusahatertentu.Bukanikatanyangkolektif,

melainkankerjasamadariparaindividu.IndividuyangdisebutSekutuatau

Perseroartinyapesertadalam persekutuan.83

Batasan yuridis Maatschap dimuatdidalam Pasal1618 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang dirumuskan sebagaiberikut:

”Persekutuan perdata (Maatschap)adalah suatu persetujuan dengan

manaduaorangataulebihmengikatkandiriuntukmemasukkansesuatu

(inbreng)dalam persekutuandenganmaksuduntukmembagikeuntungan

yangterjadikarenanya”.Suatuperseroanpadadasarnyaadalahsuatu

perjanjian.Oleh karena itu,segala unsurperjanjian dan syaratuntuk

sahnya perjanjian harus dipenuhi(Pasal1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata). Demikian pula pihak-pihak harus melaksanakan

perjanjiantersebutdenganitikadbaik(Pasal1338ayat(2)KitabUndang-

UndangHukum Perdata)selainuntuksegalasesuatuyangmenurutsifat

83Ibid.
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persetujuandiharuskanolehkepatutan,kebiasaan,danundang-undang

(Pasal1339KitabUndang-UndangHukum Perdata).84

Dalam Pasal1618KitabUndang-UndangHukum Perdatadikatakan

bahwa,tiappesertaharusmemasukkansesuatukedalam persekutuan.

Halyangdimaksudkandisiniadalahpemasukan(inbreng).Yangdimaksud

denganpemasukan(inbreng)bisaberwujudbarang,uangatautenaga,

baiktenagabadaniahmaupuntenagakejiwaan(pikiran).Adapunhasildari

adanyapemasukanitutidakhanyakeuntungansaja,tetapimungkinpula

kemanfaatan. BerdasarkanPasal1618danPasal1623KitabUndang-

Undang Hukum Perdata, meskipun pengertiannya hampir sama,

perserikatan perdata dan persekutuan perdata mempunyaiperbedaan-

perbedaansebagaiberikut:1.PerserikatanPerdatatidakmenjalankan

perusahan,olehkarenaituperserikatanperdataadalahsuatubadanusaha

yangtermasukdidalam Hukum PerdataUmum.Disampingitu,pendirian

dan pembubarannya dapatterjadidengann mudah sekali,dan unsur

"terang-terangan"serta"terus-menerus"padaperserikatanperdatatidak

mutlak 2.Persekutuan Perdata adalah suatu badan usaha yang

menjalankanperusahaandantermasukdalam Hukum Dagang.Mengenai

pendiriandan pembubarannya terus memenuhipersyaratan yang telah

ditentukan, unsur "terang-terangan" dan "terus menerus" adalah

merupakanunsuryangmutlak.

Namundemikian,keduamacam badanusahaitudiaturdidalam

84HerlienBudiono,op.cit.,hlm.21
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peraturanyangsamayaitudariPasal1618KitabUndang-UndangHukum

PerdatasampaidenganPasal1652KitabUndang-UndangHukum Perdata

(Buku Ketiga,Bab Kedelapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Badanusahaperserikatanperdatainidapatberubahmenjadipersekutuan

perdata,apabilaperserikatan tersebutmenjalankan perusahaan (Pasal

1623KitabUndang-UndangHukum Perdata).

Berdasarkan analisis tersebutdiatas dapatdisimpulkan bahwa

apabila perserikatan perdata bertindak keluarterhadap pihak ketiga

dengan terangterangan dan terus-menerus untuk mencarilaba,maka

apabilaperserikatanperdataitumelakukanataumenjalankanperusahaan.

Bentuk semacam inidinamakan persekutuan perdata.Jika dikaitkan

denganNotarismakatentuhalinibertentangan.Kegiatanpembuatanakta

merupakanpekerjaanutamaNotarisyangdilakukanterus-menerusbukan

kegiatansewaktu-waktu.Perserikatanperdatatidakseharusnyadijadikan

wadahuntukmenjalankankegiatanutamaNotaris.

C. KewajibanDanHakSekutuDalam PersekutuanPerdataNotaris

MaatschapatauPersekutuanPerdata,adalahkumpulandariorang-

orangyangbiasanyamemilikiprofesiyangsamadanberkeinginanuntuk

berhimpundenganmenggunakannamabersama.Maatschapsebenarnya

adalahbentukumum dariFirmadanPerseroanKomanditer(Comanditaire

Venotschap).DimanasebenarnyaaturandariMaatschap,FirmadanCV

padadasarnyasama,namunadahal-halyangmembedakandiantara

ketiganya.
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PadadasarnyapendiriansuatuMaatschapdapatdilakukanuntuk2

tujuan,yaitu:

1. Untukkegiatanyangbersifatkomersial

2. Untukpersekutuan-persekutuanyangmenjalankansuatuprofesi.

Contohnyaadalahpersekutuandiantaraparapengacaraataupara

akuntan,yangbiasanya dikenaldenganistilahassociate,partner,rekan

atauCo(compagnon).85

MengenaiMaatschapinidiaturdalam babkeVIIIbagianpertama

daribukuIIIKitabUndang-UndangHukum PerdataIndonesia(selanjutnya

akankitasebutBW).

KarakteristikdariMaatschapyangtidakdimilikiolehFirmadanCV

adalah:Maatschapmerupakankumpulandariorang-orangyangmemiliki

profesiyangsama.Olehkarenaitu,didalam pembukaansuatuMaatschap

Akuntan misalnya,maka para sekutunya harusnya hanya orang-orang

yangberprofesisebagaiAkuntansaja.Jaditidakbolehdibuatmisalnya:

KantorAkuntan PublikSuswinarno,Akdan Rekan,tapiternyata para

sekutunyaterdiridariNotaris,Pengacaraataupunkonsultanmanajemen.

DemikianpulauntukMaatschapyangdibentukolehparaNotarisataupun

parapengacara.86

Sepertihalnya Firma,maka dalam Maatschap para sekutunya

masing-masing bersifat independen.Artinya,masing-masing sekutu

berhakuntukbertindakkeluardan melakukan perbuatan hukum atas

85HerlienBudiono.,op.cit.hlm.36
86https://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/diaksestanggal

10Desember2018
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namadirinyasendiri,khususnyauntuktindakanpengurusansepanjanghal

tersebuttidakdilarangdalam anggarandasarnya.

Pembatasan tindakan keluartersebutbiasanya mengacu pada

perbuatanyangbersifatkepemilikan,ataupunyangmemberatiMaatschap

tersebutdengan suatu hutang atau kewajiban tertentu.Dalam hal

demikian,makaperbuatanhukum dimaksudharusmendapatpersetujuan

darisekutuyanglain.

Dalam pendirian suatu Maatschap,parasekutu diwajibkan untuk

berkontribusibagikepentinganMaatschaptersebut.“Kontribusi”inidalam

istilahhukumnyadisebut“inbreng”(pemasukankedalam Perseroan).Para

sekutudapatberkontribusidalam berbagaibentuk,yaituuang,barang,

goodwill,danknow how.GoodWillitusendiribisaberupaapasaja,

seperti:pangsapasaryangluas,jaringan,relasi,ataupunMerek(brand

image).SedangkanKnow how bisaberupakeahliandibidangtertentu,

seperti:dalam MaatschapKantorHukum,bisaberupakeahliandibidang

penanganankasuskejahatandiduniamayamisalnya.Jadibisaapasaja,

yang penting oleh para persero (sekutu)tersebutdianggap memiliki

manfaatdannilaiekonomis.87

Syaratpendirian suatu Maatschap (Persekutuan Perdata),sama

denganFirmaataupunCV,yaituharusdidirikanolehpalingsedikitoleh2

orang berdasarkan pejanjian dengan aktanotariesyang dibuatdalam

bahasa Indonesia.Karena,pada dasarnya akta pendirian Maatschap

87https://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/diakses tanggal 10
Desember2018
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sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk

berserikatdanbersama-samadanmengaturhubunganhukum diantara

parasekututersebut.

Mengenaipembagian keuntungan dan kerugian,para sekutu

bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan maatschap akan

dibagikandiantaramereka.

Apabilahalinitidakdiatur,makakeuntunganataukerugianakan

dibagikanseimbangmenurutkontribusisetiapsekutudansekutuyang

hanya mengkontribusikan ketrampilan,jerih payah,akan memperoleh

keuntunganataukerugianyangsamadengansekutuyangkontribusinya

palingkecilbaikdalam haluangmaupunbarang(Pasal1635KUHPer).

Namunperludicatatdisinibahwasuatujanjiuntukmemberikanseluruh

keuntunganpadasalahseorangsekutuadalahbatal,namunsebaliknya,

janjiyang mengatakan bahwa seluruh kerugian akan ditanggung oleh

salahseorangsekutuadalahdiperbolehkan.

Pasal1619ayat(2)KUHPerdatamenentukanbahwaparasekutu

perdatawajibmemasukkankedalam kaspersekutuanyangdidirikanyang

tersebut.Pemasukkan(inbreng)itudapatberupa:

1. Uang;

2. Benda-benda apa saja yang layak bagipemasukkan ,seperti

kendaraan bermotor,dan alatperlengkapan kantor;danTenaga

kerja,baikfisikmaupunpikiran.

MenurutHukum PerdataBelandayakniberdasarkanPasal1662
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ayat(2)BW (baru)Belanda,pemasukkantersebuttidakhanyaberupa

uang,bendaataubarang,dantenagakerja,tetapijugadapatberupahak

menikmatisuatubarang(genotvangoederen).88

Dalam Pasal1633 ayat(1)KUHPerdata "menyebutkan bahwa

sebaiknyasecarapembagiankeuntungandankerugianolehsekutudiatur

dalam perjanjianpendirianpersekutuan,denganketentuantidakboleh

memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu

saja".AkantetapiberdasarkanPasal1633ayat(2)"bolehdiperjanjikanjika

seluruhkerugianhanyaditanggungolehsalahseorangsekutusaja".

Apabila tidak ada perjanjian yang mengaturcara pembagian

keuntungan tersebut,maka berlakulah ketentuan Pasal1633 ayat(1)

KUHPerdata yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus

dilakukan berdasarkan asas keseimbangan,dengan ketentuan bahwa

pemasukanuang/bendayangterkecil.

Tentangtatacarapembagiankeuntungandalam Maatschapdiatur

dalam Pasal1633–1644BW:

1. Keuntungan Maatschap harus dibagi secara seimbang dan

proporsional;

2. Keuntungantidakbolehdiperjanjikanuntukdibagihanyakepada

satupihakataupihakketigasaja;

3. Pasal1635menjelaskanbahwajanjiuntukmembagikeuntungan

hanyapadasatupihakmakaperjanjiantersebutbataldemihukum,

88HabibAdjie.Op.Cit.hlm.78.
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sedangkanperjanjianuntukmembagikerugianhanyapadasatu

pihakdiperbolehkan.

Perjanjian maatschap tidak mempunyai pengaruh ke luar

(terhadappihak89ketiga),danpesertalahyangsemata-matamengatur

bagaimanacaranyakerjasamaituberlangsung,demikianjugapembagian

keuntungan yang diperoleh bersama diserahkan sepenuhnya kepada

merekasendiriuntukmengaturnyadalam perjanjianmaatschapnya.

BABIII

PROSEDURHUKUMYANGDAPATDITEMPUHAPABILA

TERJADISENGKETA/BUBARANTARAREKANNOTARIS

YANGTERGABUNGDALAM SUATU

PERSEKUTUANPERDATA(MAATSCHAP)

A. Berakhirnya Atau Bubarnya Persekutuan Perdata Suatu Kantor

Notaris

Sama dengan Persekutuan Perdata pada umumnya, suatu

89Ibid.hlm.82.
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PersekutuanPerdataNotarisakanberakhirkarena:

1. Lampaunyawaktuyangdiperjanjikan;

2. Pengakhiranolehsalahsatusekutu;

3. Pengakhiranberdasarkanalasanyangsah;

4. Selesainyaperbuatan;

5. Hancurnyabendayangmenjadiobjekpersekutuan;dan

6. Kematiansalahsatusekutu.

Dalam Pasal1646KitabUndang-UndangHukum Perdata,suatu

PersekutuanPerdata(Maatschap)dengansendirinyabubarbilaterjadi

salahsatudariperistiwadibawahini:

1. Lewatnyawaktuyangditentukandalam perjanjianmaatschap;

2. Musnahnyabarangataudiselesaikannyaperbuatanyangmenjadi

pokokpermitraan;

3. Ataskehendakbeberapaatauseseorangsekutu;dan

4. Jika seorang sekutu ditempatkan dibawah pengampuan atau

dinyatakanpailit.90

Bila Persekutuan Perdata Notaris bubar,maka harta kekayaan

Persekutuan Perdata Notarisakan dibagikepada anggota maatschap

berdasarkanperjanjianterdahulu,setelahdikurangiutang-utangterhadap

pihak ketiga.Bila kekayaan Persekutuan Perdata Notaris justru tidak

cukup untukmembayarutang,maka utang tersebutakan ditanggung

bersama(tanggungrenteng)olehparasekutuberdasarkanperjanjianyang

90 http://pusatdata.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b98c54a67752

95
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telahdibuatsebelumnya. 91

Sebagaimanahalnyadengansemuaperjanjianyangdibuatuntuk

suatu waktu tertentu,makasuatu perjanjian persekutuan yang dibuat

untuksuatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhirapabila

waktuituhabis.

Parapembentukperseroan(PersekutuanPerdataNotaris)dapat

menyimpangdaripenentuaniniyaitumenentukancara-caralainuntuk

terhentinyaperseroan.Misalnyaadacaraterhentimaatschapyangtidak

disebutkanolehPasal1646,yaitupembubaranmaatschapolehhakim,

yang dimaksudkan oleh Pasal1647 KUHPer,dan lagikalau ada

persetujuanbaruantarasegenappesertauntukmenghentikanpersetujuan

perseroansemula.92

Carayangtersebutke-2,diaturlebihlanjutolehPasal1648KUHPer,

sebagaiberikut:

1.Apabila yang dimaksudkan dalam maatschap ialah hanya

pemakaiansajadarisuatubarangdanhakmilikatasbarangitu

tetapberadaditangansipesertayangmemasukkanbarangitu

makamaastchaptentuberhentikalaubarangnyamusnahterbakar.

2.Apabilayangdijanjikandimasukkandalam maastchapialahhak

miliknyaatasbarang,makaperbedaan,apakahbarangitusudah

ataubelum dimasukkan.Kalaubelum,makamaastchapterhenti

dengan musnahnya barang. Kalau sudah,maka maastchap

91Ibid.
92HerlienBudiono.Op.Cit.hlm.34.
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menderitakerugianakibatdarimusnahnyabarang,dankerugianini

mungkinsekalitelahditanggungdengansuatuasuransi.93

Carayangtersebutke-3diaturlebihlanjutolehPasal1619dan

1650sebagaiberikut:

Kalau masa beroperasinyaPersekutuan Perdata Notaris tidak

ditetapkan lebih dulu, maka tiap peserta berhak menghentikan

Persekutuan PerdataNotarissecaramemberitahukan kepadapeserta-

pesertalain(opzegging)tetapipenghentianiniharusdilakukansecara

jujurdan tidak pada waktu,yang tidak layak maastchap dihentikan

(ontijding).

Contohdariketiadaankejujurandisebutkanperistiwa,dalam mana

seorang peserta yang menghentikan itu,bermaksud untuk menikmati

sendirisuatukeuntungan,yangsemulaolehsegenappesertadiharapkan

akandinikmatibersama.

Sebagaicontohdaripadawaktuyangtidaklayak(ontijdig)untuk

penghentian Persekutuan Perdata Notaris,disebutkan keadaan dalam

manabarang-barangkekayaanadalahbaruberkurang,tetapiadaharapan

kemudianbarangtersebutakanbertambah,makaadabainyaterhentinya

PersekutuanPerdataNotarisditangguhkandahulu.

Hak untuk menghentikan maastchap inidapatditiadakan pada

waktupembentukanmaastchap.Tetapikalauiniterjadi,masihadajalan

untukmenghabiskanperhubunganhukumyangtidakdiingini,denganjalan

93Ibid.,hlm.35.
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mempergunakan Pasal1647,yaitu darihukumdapatdiminta supaya

membubarkanmaastchap,kalauadaalasansah(wettigeredden).Dan

sebagai contoh disebutkan: apabila peserta lain tidak memenuhi

kewajibanyangdijanjikan,atauapabilapesertalainolehkarenasakittidak

dapatmengurusmaastchapsebai-baiknya,danselanjutnyaditegaskan,

bahwahakimlahyangmenentukanketetapanataupentingnyadarialasan

yangdikemukakanuntukmembubarkanmaastchap.

DariduacontohdisebutkanolehPasal1647tadi,dapatdisimpulkan,

bahwa,pada umumnya sebagaialasan yang sah dapat dianggap

perbuatan-pernuatan daripeserta lain atau keadaan-keadaan,yang

mengakibatkankerjasamaantaraparapesertauntuktujuanmaastchap

adalahtidakmungkinlagiataumenjadikanamatsukar.94

B. TanggungJawabParaSekutuDalam PersekutuanPerdataNotaris

Persekutuanperdataseringpuladikenaldengankemitraan,karena

ada entitas sekutu didalamnya.Kemitraan atau persekutuan perdata,

maatschap atau vennootschap (dalam bahasan Belanda),partnership

(dalam bahasaInggris).Sedangkandalam khasanahhukum Islam dikenal

dengan istilah shirkah.Kesemuanya merupakan suatu bentuk dasar

kegiatanbisnis.

Pengertian bisnisdisiniadalah segala aktivitasdalam bidang

perdagangandanpekerjaanatauprofesi.Sebagaibentukkegiatanbisnis

yang maksud pendiriannya untuk memasukkan modal,keahlian dan

94Ibid.hlm.36.
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kemampuan dalam suatu perusahaan dalam rangka untuk membagi

keuntunganyangtelahdisepakati.

Bentuk kegiatan bisnis berkembang diNegara CommonLaw

maupunCivilLaw.Sistem CivilLaw yangdianutolehnegara-negaraEropa

KontinentalsepertiBelanda,Jerman,Perancis,Italiadll.

Sedangkansistem CommonLaw dianutolehnegara-negaraAnglo

Saxon,sepertiInggris,Amerika.Malaysia,India,Australiadll.Keduanya

memilikititiktekantersendiridimanaCivilLaw lebihmenitikberatkan

kepada penegakan hukum/rechtstastaat, sementara CommonLaw

menitikberatkankepadakeadilanhukum.

MerujukpadadefinisikemitraantentangkemitraandiInggrisyang

menganutCivilLawdijelaskandalam Pasal1PartnershipAct1890,yaitu

hubunganantaraorangyangmenjalankankegiatanbisnisdengantujuan

untukmendapatkankeuntungan.SementaradiMalaysia,dalam Pasal3(1)

Akta Perkongsian 1961, kemitraan yang diistilahkan sebagai

pengkongsian,yaituperhubunganyangwujudantaraorang-orangyang

menjalankanperniagaan.95

Sedangkan di dalam hukum Belanda,

Vennotschapsretchtsditerjemahkanlebihsempitdibandingdinegerayang

menganut CommonLaw.Hukum Belanda dalam menerjemahkan

VennotshapsretchtshanyasebataspadaNV,FirmadanCVdiaturdalam

KUHD.Sedangkan pengaturan mengenaipersekutuan pedatadimana

95RidwanKhairandi,Pokok-PokokHukum DagangIndonesia,(Yogyakarta:FHUII
Press,2013),hlm.27.



109

menjadi induk dari padanya diatur dalam KUHPerdata. Artinya,

persekutuanperdataadalahbentukumum darikerjasamadalam bentuk

persekutuan.Sedangkanbentukkhususnyadariperjanjianpersekutuanini

adalah CV dan firma.Kemitraan atau yang lebih dikenaldengan

persekutuan perdata terdapatdalam Pasal1618 KUHPerdata,yaitu

perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk

memasukkan sesuatu (inbrengen) ke dalam persekutuan dengan

membagikeuntungan yang diperoleh karenanya. Dengan melihat

perkembanganhukum kemitraanantaraCommonLaw danCivilLawyang

memilikiperbedaansistem hukum sudahbarang tentu berbedapula

akibathukumnya.96

Perludiketahuibahwatujuankerjasamadalam suatupersekutuan

adalahjelasuntukmemperolehsuatukeuntunganataumanfaatdarihasil

kerjasama,tidakmungkinsuatukerjasamatidakmembutuhkaninteraksi.

Karenaadanyainteraksitersebut,makamunculpulatangungjawabantara

parasekutudenganpihakketiga,yangmanakalaperjanjiandibubarkan

tanggungjawabitutidaksertamertahilang.Tanggungjawabterhadap

pihakketigadiaturpadapasal1642-1645,yangdapatdisimpulkansebagai

berikut:1)prinsipumum,anggotaparasekututidakterikatdantidak

bertanggungjawabuntukseluruhutangpersekutuan,danmasing-masing

anggota sekutu tidak dapatmengikatanggota sekutu yang lain,jika

merekatidakdiberikankuasauntukmelakukanhalitu.Dengandemikian

96Julius Caesar Transon Simorangkir,Tanggung Jawab Sekutu Maatschap
terhadapPihakKe-3Dalam suatuPerjanjianKonsorsium,FakultasHukum Universitas
GadjahMada,hlm 14
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sesuaidenganprinsipumum ini,yangbertanggungjawabkepadapihak

ketiga,hanyaanggotasekutuyangmelakukantindakanhukum itu,dan

tanggungjawabinibersifatpribadi;dan 2)apabilaparaanggotasekutu

bersama-samamelakukantindakanhukum denganpihakketiga,maka

pihakketigadapatmenuntutmerekamasing.97

C. PenyelesaianSengketa/BubarnyaPersekutuanPerdataNotaris

Manusiamerupakanmahkluksosial,disebabkansifatdasardari

manusiaitusendiriyangselalunyahidupdalam berkelompoksehingga

darikelompok-kelompoktersebutmuncullahinteraksidiantaraanggota

kelompok.Manusiaberkerjasamadalam pemenuhankebutuhanhidupnya

sehari-hari.Interaksiyangdilakukandalam masyarakatbisamerupakan

halhal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak

menyenangkan.Diferensiasi kepentingan dalam masyarakat

mengakibatkanhukum hadiruntukmelindungikepentingankepentingan

manusiadalam bermasyarakat.Manusiayangsatumerupakanserigala

bagimanusiayanglain(homohominilupus).98

Interaksiyang dapatmenyebabkan ketidak harmonisan dalam

masyarakatdiaturdalam kaidah-kaidahyangtumbuhdanberkembang

dalam masyarakat.Suatuhalyangtidakwajarkehidupanbersamadalam

masyarakattidakdiaturolehhukum (ubisocietasibijus;dimanaada

masyarakatadahukum.)kehidupanbersamadalam masyarakatselalunya

97Ibid.hlm.26.
98SudiknoMertokusumo.2012.TeoriHukum.Yogyakarta:AtmaJayaYogyakarta,

hlm.21.



111

terdapat kaidah-kaidah sosialyang hidup dan berkembang dalam

masyarakat.

Perkembanganmasyarakatdibidangperekonomianmengharuskan

hukum untukmengaturpersoalanekonomi.MenurutRomliAtmasasmita

seharusnyamemasukkanmatakuliahkhususyangmembahastentang

analisis ekonomitentang hukum (Economic Analysis ofLaw).Untuk

mencegah terjadinya ketidakpastian dalam penegakan hukum yang

berkaitan dengan ekonomi. Perkembangan keilmuan di bidang

perekonomiansebaiknyadisertaidenganperaturanyangmengaturnya.99

KembalikePermasalahanSekutuMaatschaap,dalam halkematian

salah seorang sekutu,menurutPasal1651 dasardijanjikan,bahwa,

apabila seorang sekutu meninggaldunia,perseroan akan diteruskan

denganahliwarisnya,ataudiantaraparapesertalainnya.Kalauterjadi

peristiwayangbelakanganinidisebutkaninimenurutPasal1651ayat(2),

para ahliwarisdarialmarhum sekutu hanya dapatminta pembagian

kekayaan Persekutuan Perdata Notaris menurutkeadaan pada waktu

wafatnyasialmarhum itu,akantetapiapabilapadawaktuitumasihadahal

-halyang harusdilaksanakan,maka untung rugidaripelaksanaan itu

dinikmatiataudideritapulaolehparaahliwaris.

Padaakhirnya,Pasal1652menentukan,kalausebagaiakibatdari

penghentian,kekayaanharusdibagidiantaraparasekutu,makaberlakulah

pasal-pasaldariBW mengenaipembagianboedel-warisandariseorang

99RomliAtmasasmita.2014.Hukum KejahatanBisnis(TeoridanPraktikdiEra
Globalisasi),Bogor:Kencana,hlm.19.
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yangmeninggaldunia(Pasal1066danseterusnya).Pembagianiniyang

lazimnya juga dinamakan “liquidate”, mungkin sekali baru dapat

dilaksanakanagaklamasesudahPersekutuanPerdataNotarisdihentikan.

PemberesanPersekutuanPerdataNotarisadalah:

1. Dengan berakhirnya persekutuan perdata harus dilakukan

pemberesansegalaurusan;dan

2. Esensinyaadalahpenyelesaianhakdankewajibanpersekutuan.

Pembagian Kekayaan Persekutuan Perdata Notaris Bila setelah

pembayaranutangkekayaanmaatschapmasihtersisamaka,kekayaan

akandibagidiantaramitramenurutketentuanperjanjianMaatschap.Bila

sebaliknya kekayaan maatschap tidakcukup untukmembayarsemua

utangnya,makautangtersebutakandibebankankepadatiap-tiapmitra

sesuaidenganperjanjianmaatscap.100

Proses penyelesaian biasanya akan dilakukan oleh likuidator

(trustee)yang ditunjuk oleh para mitra.Apabila perjanjian pendirian

maatschap tidakmengaturhaltersebutatauapabilaparamitratidak

setujuataspenunjukansatuataulebihdiantaramerekabertindakselaku

trustee,kemudianparamitrabertindakbersama-samasebagaitrustee

ataskekayaan.Denganpembubaran,setiapwewenangmitrasebelumnya

yang berkenaan dengan pengurusan maatscap dianggap dicabut,dan

100Kodeetikprofesi disusunsebagaisaranauntukmelindungimasyarakatdan

paraanggotaorganisasiprofesidaripenyalahgunaankeahlianprofesi.SpiritKodeEtik

ProfesiNotaris-dijiwaipelayananyangberintikan“penghormatanterhadapmartabat

manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”;AbdulGhofur

Anshori. Op.Cit.Hlm.162.
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pengurusharusmenyerahkanlaporanperhitungankepengurusan. 101

Sedangkan,pembubaranPersekutuanusahaatasdasarPerubahan

Kepemilikan dengan masuknya seorang sekutu kerja yang baru atau

keluarnyasekutukerjaataumeninggalnyaseorangsekutumakaakan

membubarkan persetujuan bersama persekutuan.Suatu persekutuan

dikatakanbubarapabilapersetujuanawalparasekutuuntukmenjalankan

usahabersama-samadilanggardantidakberlakulagi.

Misalnya,persekutuansecaraotomatisbubarjikasalahseorang

sekutumeninggaldunia.Apabilatimbulperselisihandiantaraparasekutu,

maka atas permintaan seorang sekutu atau lebih pengadilan dapat

memutuskan pembubaran persekutuan firma.Pengunduran dirisalah

seorang sekutu atau lebih lewat penjualan kepentingannya juga

membubarkanpersekutuanfirma.

Dengan bubarnya persekutuan,maka wewenang para sekutu untuk

menjalankanperusahaannyajugaberakhir.102

Walaupun pembubaran ini mengakhiri asosiasi perorangan-

perorangan untuk tujuan awalmereka,namun halinitidak berarti

pembubaran perusahaan atau bahkan hambatan dalam kelangsungan

hidupnya.Kalauseorangsekutumeninggalataumengundurkandiri,maka

perusahaandapatdilanjutkansebagaipersekutuanfirmabaru,yangterdiri

darisekutu-sekutuyangadaataupunsekutu-sekutuyangadaditambah

denganmasuknyaseorangsekutubaru.

101AbdulGhofurAnshori. Op.Cit.Hlm.10
102Ibid.hlm.15.
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Kondisiyangmenimbulkanpembubaranpersekutuan

Masuknyasekutubarudankeluarnyasekutulamapadapersekutuanakan

mengakibatkanpembubaran.Pembubaranadaduajenis:

1. Pembubaran persekutuan darisegihukum (perubahan surat

perjanjian/akte pendirian), tetapi kegiatan perusahaan tetap

dilanjutkan,inidisebutdisolution.

2. Pembubaran persekutuan dengan menghentikan kegiatan dan

penutupanperusahaanataudisebutlikuidasi.

Kondisi-kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan

dikelompokkandandiikhtisarkansebagaiberikut:

1. Pembubaranolehtindakansekutu

Tindakanseorangsekutupersekutuanfirmadapatmenimbulkan

pembubaran meliputi:Pencapaian waktu atau penyelesaian tujuan,

Persetujuan yang saling menguntungkan,Pengunduran diriseorang

sekutuPembubaran karena ketentuan Undang-undang Persekutuan

dengansendirinyabubarkarenakemungkinan-kemungkinantertentuyang

ditetapkanolehundang-undang,yakni:

a. Seoranganggotapersekutuanmeninggaldunia.

b. Seorang sekutu atau persekutuan firma itu sendirimengalami

kebangkrutan.

c. Setiapkejadianyangmenyebabkanperusahaantidaklayakuntuk

menjalankan kegiatan usahanya lagiatau bagiindividu-individu

untukmenjalankanperusahaansebagaipersekutuanfirma.
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d. Perang.

2. PembubaranolehKeputusanPengadilan

Pengadilandapatmemutuskanpembubarankarenaterbuktitimbul

hal-halberikutini:

a.Seorang sekutu tidak waras atau tidak mampu untuk

menyelesaikansetiapmasalahatauuntukmemenuhibagiannya

dalam perjanjianpersekutuanfirma.

b.Sikapseorangsekutuyangmerugikanperusahaan.

c.Perselisihaninterndiantaraparasekutu.

d.Kelanjutanperusahaantidakmungkinlagimenguntungkan.103

103RidanKhairandi.,Op.Cit.hlm.162.
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BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.Penerapan asas kemandirian dalam pelaksanaan kantor

bersamanotarisyangdimaksudketentuanPasal20ayat(1)

Undang-Undang Jabatan Notaris ialah notaries tetap

berkewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya

meskipun notaries tersebut bergabung dalam suatu

persekutuan.Apabilaadaaturanpersekutuanyangmengikat

dan harus dipatuhioleh masing-masing notaris dalam

persekutuan tersebut , tidak boleh mempengaruhi

kewenangannotaries.

2.Prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi

sengketa atau pembubaran antara rekan notaries yang

tergabungdalam suatupersekutuanperdata(maatschap)
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ialah seorang sekutu atau lebih dapat mengajukan

permintaankePengadilanuntukmemutuskanpembubaran

persekutuan. Dengan bubarnya persekutuan, maka

wewenangparasekutuuntukmenjalankanperusahaannya

juga berakhir.Adapun pembagian kekayaan persekutuan

perdata notaries setelah pembubaran dilakukan sesuai

denganyangdiaturdidalam perjanjianmaatschap.

B. Saran

1.Untukmenjagaagarnotariestidakmelanggarjabatannya

dalam melaksanakan kantor bersama, maka perlu

disebutkansecarajelasdidalam uujnmengenaibatasan

yang harus diperhatikan dalam menjalankan persekutuan

Notaris.

2.Untukmendapatkankepastianhukum mengenaiprosedur

hukum apabilaterjadisengketa,makasebaiknyaadaaturan

yangmengaturakanhaltersebut,tidakhanyadidasarkan

padaperjanjianpersekutuan.
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